
(:"‘ *(’;5' N/’/)f‘ v 
2 h;,__;f 

o 
e 

BUPATI SUMBAWA BARAT 
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT 
NOMOR 44 TAHUN 2023 

TENTANG 
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SUMBAWA BARAT, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Sumbawa Barat; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi 
Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4340); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6858); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890). 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN 

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA 
BARAT. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat. 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 

DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah. 

5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sumbawa 
Barat. 

6. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang 
selanjutnya disingkat BPKP adalah Badan Pengawasan 
Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa 
Tenggara Barat. 

7. Sistem Pengendalian Intern adalah proses integral pada 
tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus 
menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk 
memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan 
organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, 
keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara 
dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 

8. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya 
disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang 
diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan 
pemerintah daerah. 

9. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR 
adalah unit kerja yang bertanggung jawab melaksanakan 
pengelolaan Risiko. 

10. Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas 
memantau pelaksanaan pengelolaan Risiko pada UPR di 
lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah. 

11. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam 
pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran Perangkat 
Daerah. 

12. Sisa Risiko adalah risiko setelah mempertimbangkan 
pengendalian yang sudah ada. 

13. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko 
yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi 
kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk 
menetapkan level atau status risikonya. 

14. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, 
dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat 
terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap 
pencapaian tujuan. 

15. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat 
RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang 
akan dilakukan oleh Perangkat Daerah. 

16. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu 
kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut 
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telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, 

rencana, atau norma yang telah ditetapkan. 
17. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau 

prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau 

yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang 
mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu 

kegiatan dalam mencapai tujuan. 
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 

selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen 
perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

19. Rencana Strategis Organisasi Pemerintah Daerah yang 
selanjutnya disingkat dengan Renstra OPD adalah 
dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah 
untuk periode 5 (lima) tahun. 

20. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang 
selanjutnya disebut RKA adalah dokumen perencanaan 
dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, 
rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah 
serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan 

Anggaran Pendapatan dan belanja daerah. 

Pasal 2 
(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi 

pejabat/seluruh pegawai pada Pemerintah Daerah 
Kabupaten Sumbawa Barat untuk melakukan 
pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah. 

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan 
panduan dalam pengelolaan Risiko agar efektif, efisien, 
transparan dan akuntabel guna mendukung pencapaian 
visi dan misi Pembangunan Daerah. 

BAB II 

PENYELENGGARAAN SPIP 

Pasal 3 
(1) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah 

wajib menerapkan SPIP. 
(2) Penyelenggaraan SPIP dikoordinasikan oleh Sekretaris 

Daerah. 
(3) SPIP sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi unsur: 

a. lingkungan pengendalian; 
b. kegiatan pengendalian; 
c. informasi dan komunikasi; 
d. pemantauan pengendalian intern. 
e. penilaian resiko; 

(4) Uraian dan pengaturan unsur SPIP sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) adalah sesuai ketentuan 
dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 46 Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah. 

(5) Khusus terkait untuk uraian unsur penilaian resiko diatur lebih 
rinci dalam peraturan Bupati ini. 

(6) Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral 
dari kegiatan Perangkat Daerah. 
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(7) Penyelenggaraan SPIP sesuai dengan pedoman teknis 

penyelenggaraan SPIP yang ditetapkan oleh Kepala BPKP 
sebagai pembina penyelenggaraan SPIP. 

BAB III 
PENGUATAN EFEKTIFITAS PENYELENGGARAAN SPIP 

Pasal 4 
(1) Pemimpin satuan kerja Perangkat Daerah bertanggungjawab 

atas efektlfitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan masing- 

masing. 
(20 Untuk memperkuat dan menunjang efektifitas SPIP 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi 
satuan kerja Perangkat Daerah termasuk akuntabilitas 
keuangan Daerah. 

Pasal 5 
(1) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 

(2) dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat. 
(2) Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) melakukan pengawasan intern 
a. audit; 

b. reviu; 

c. evaluasi; 
d. pemantauan; dan 
e. kegiatan pengawasan lainnya. 

BAB IV 
PENGELOLAAN RISIKO 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 6 
(1) Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah dilakukan atas: 

a. tujuan strategis Pemerintah Daerah; 
b. tujuan strategis operasional Perangkat Daerah; dan 
c. tujuan pada tingkatan kegiatan. 

(2) Pengelolaan risiko dilakukan melalui: 
a. pengembangan budaya sadar Risiko; 
b. pembentukan struktur Pengelolaan Risiko; dan 
c. penyelenggaraan proses Pengelolaan Risiko. 

Bagian Kedua 
Pengembangan Budaya Sadar Risiko 

Pasal 7 
(1) Pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai 
dengan nilai-nilai organisasi Pemerintah Daerah. 

(2) Pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: 
a. sosialisasi pemahaman Risiko kepada setiap pegawai 

di seluruh tingkatan organisasi di setiap satuan 
kerja; 
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b. internalisasi pengelolaan Risiko dalam setiap proses 
pengambilan keputusan di seluruh tingkatan 
organisasi; dan 

c. pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian 

yang mendukung penciptaan budaya Risiko. 
(3) Bentuk pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), berupa: 
a. pertimbangan Risiko dalam setiap pengambilan 

keputusan; 
b. sosialisasi berkelanjutan terkait pentingnya 

Manajemen Risiko; 
c. penghargaan terhadap pengelolaan Risiko yang baik 

dan konsistensi; dan 
d. pengintegrasian manajemen Risiko dalam proses 

organisasi secara berkelanjutan. 

Bagian Ketiga 
Pembentukan Struktur Pengelola Risiko 

Pasal 8 
(1) Dalam melakukan pengelolaan Risiko dibentuk struktur 

pengelola Risiko, yang terdiri atas: 
a. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan 

Risiko; 
b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator 

penyelenggaraan pengelolaan Risiko Pemerintah 
Daerah; 

c. Bupati dan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah 
sebagai UPR; 

d. Asisten pada Sekretariat Daerah sebagai Unit 
Kepatuhan; dan 

e. Inspektur sebagai penanggung jawab pengawasan. 
(2) Struktur pengelola Risiko sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 
(3) Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan Risiko 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang 
menetapkan arah kebijakan pengelolaan Risiko 
Pemerintah Daerah. 

(4) Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan 
pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang 
mengoordinasikan pengelolaan Risiko di lingkungan 
Pemerintah Daerah. 

(5) Bupati dan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah 
sebagai UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufc 
bertanggung jawab melakukan pengelolaan Risiko di 
lingkup kerjanya. 

(6) Assisten pada Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memantau 
pelaksanaan pengelolaan Risiko pada UPR di lingkungan 
Pemerintah Daerah. 

(7) Inspektur sebagai penanggung jawab pengawasan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berwenang 
memberikan keyakinan yang memadai dan 
pendampingan layanan konsultasi, evaluasi, menilai 
penerapan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah dan 
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memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk 
penerapan sanksi terhadap Perangkat Daerah yang tidak 
menerapkan/ mengelola Resiko secara konsisten. 

Pasal 9 
(1) Dalam rangka mendukung pengelolaan Risiko, 

Pemerintah Daerah dapat membentuk Komite Pengelolaan 
Risiko dengan Keputusan Bupati. 

(2) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) terdiri atas: 
a. Bupati sebagai ketua; 
b. Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah 

sebagai koordinator merangkap anggota; dan 
c. Kepala Organisasi Perangkat Daerah sebagai 

anggota. 

Pasal 10 
Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
9 ayat (1) memiliki tugas: 
a. merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal — 

hal terkait keputusan strategis yang menyimpang dari 
prosedur normal; 

b. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Risiko 
Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, 
supervisi, dan pelatihan pengelolaan Risiko di lingkungan 
Pemerintah Daerah; dan 

c. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan 
pembinaan pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada 
Kepala Daerah cq Sekretaris Daerah. 

Pasal 11 
UPR sebagai penanggung jawab pelaksanaan pengelolaan 
Risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (5) terdiri 
atas: 

a. UPR Tingkat Pemerintah Daerah; 
b. UPR Tingkat Eselon II; 
c. UPR Tingkat Eselon III dan IV. 

Pasal 12 
(1) UPR Tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud 

Pasal 11 huruf a, memiliki tugas: 
a. menyusun strategi pengelolaan Risiko di tingkat 

Pemerintah Daerah; 
b. menyusun rencana Kkerja pengelolaan Risiko di 

tingkat Pemerintah Daerah; 
c. melakukan identifikasi dan Analisis Risiko terhadap 

pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah 
Daerah; 

d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan 
Risiko hasil identifikasi dan analisis Risiko; dan 

e. menatausahakan proses pengelolaan Risiko. 
(2) UPT Tingkat Eselon II sebagaimana dimaksud Pasal 11 

huruf b, memiliki tugas; 

a. menyusun strategi pengelolaan Risiko di tingkat unit 
eselon II pada Organisasi Perangkat Daerah masing- 
masing; 
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b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di 
tingkat unit eselon II pada Organisasi Perangkat 
Daerah masing-masing; 

c. melakukan identifikasi dan Analisis Risiko terhadap 
pencapaian tujuan dan sasaran strategis Organisasi 
Perangkat Daerah; 

d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan 
Risiko hasil identifikasi dan Analisis Risiko; dan 

e. menatausahakan proses pengelolaan Risiko. 
(3) UPR Tingkat Eselon III dan IV sebagaimana dimaksud 

Pasal 11 huruf ¢, memiliki tugas: 
a. melakukan identifikasi dan Analisis Risiko terhadap 

pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan; 
b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan 

Risiko hasil identifikasi dan Analisis Risiko; dan 

c. menatausahakan proses pengelolaan Risiko. 

Pasal 13 
(1) Unit Kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 

ayat (6) bertanggungjawab memantau pelaksanaan 
pengelolaan Risiko yang telah ditetapkan oleh Pemerintah 
Daerah. 

(2) Unit Kepatuhan melakukan pemantauan terhadap 
Perangkat Daerah yang berada dibawah koordinasinya 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 

(3) Untuk membantu pelaksanaan tugas Unit Kepatuhan 
dapat dibentuk tim teknis dengan Keputusan Bupati. 

Bagian Keempat 
Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko 

Paragraf 1 
Umum 

Pasal 14 
(1) Penyelenggara proses pengelolaan Risiko sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf ¢ meliputi: 
a. identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian; 
b. penilaian Risiko; 
c. kegiatan pengendalian; 
d. informasi dan komunikasi; dan 
e. pemantauan. 

(2) Proses pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan. 

(3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun. 

(4) Proses pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses 
manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya 
organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis 
organisasi. 
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Paragraf 2 
Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian 

Pasal 15 
(1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian 

diperlukan untuk menentukan rencana penguatan 
lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan 
budaya sadar Risiko dan pengelolaan Risiko. 

(2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian 
dilakukan pada tingkat Pemerintah Daerah dengan cara 
mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam setiap sub 
unsur lingkungan pengendalian intern. 

Paragraf 3 
Penilaian Risiko 

Pasal 16 
(1) Penilaian Risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi 

Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan 
instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan 
pengendalian Risiko yang diperlukan untuk memperkecil 
Risiko. 

(2) Substansi pelaksanaan penilaian Risiko sebagaimana 
dimaksud ayat (1) mencakup: 
a. tujuan strategis Pemerintah Daerah; 
b. tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah/unit 

kerja; dan 
c. tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah 

/unit kerja. 
(3) Penilaian Risiko atas tujuan strategis Pemerintah Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 
dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan 
RPJMD atau segera setelah diselesaikannya RPJMD. 

(4) Penilaian Risiko atas tujuan strategis (entitas) Perangkat 
Daerah/unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b dilaksanakan bersamaan dengan proses 
penyusunan renstra Perangkat Daerah atau segera 

setelah diselesaikannya renstra Perangkat Daerah. 
(5) Penilaian Risiko atas tujuan operasional (kegiatan) 

Perangkat Daerah/unit kerja sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan bersamaan dengan 
proses penyusunan RKA Perangkat Daerah atau segera 
setelah diselesaikannya RKA Perangkat Daerah. 

Pasal 17 
(1) Proses penilaian Risiko meliputi: 

a. penetapan konteks/tujuan; 
b. identifikasi Risiko; dan 
c. analisis Risiko. 

(2) Penetapan konteks/tujuan sebagimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a terdiri dari : 
a. tahap Penetapan konteks/tujuan; 
b. tahap penetapan kriteria Risiko. 
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Pasal 18 
(1) Penetapan konteks/tujuan sebagimana dimaksud dalam 

Pasal 17 ayat (2) huruf a bertujuan untuk menjabarkan 
tujuan instansi dan tujuan kegiatan sesuai dengan 

rencana strategis dan rencana kinerja tahunan. 
(2) Konteks/tujuan dalam proses pengelolaan Risiko 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi tiga 
tingkatan yaitu konteks strategis Pemerintah Daerah, 

konteks strategis (entitas) Organisasi Perangkat Daerah, 
dan konteks operasional (kegiatan). 

(3) Konteks strategis pemerintah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan tujuan strategis 
Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam 
dokumen RPJMD. 

(4) Konteks strategis (entitas) Organisasi Perangkat Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 
berdasarkan tujuan strategis Organisasi Perangjat Daerah 
sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra OPD. 

(5) Konteks operasional (kegiatan) sebagimana dimaksud 
pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan tujuan kegiatan 
yang tercantum dalam dokumen RKA. 

Pasal 19 
(1) Penetapan kriteria penilaian Risiko sebagimana dimaksud 

dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b bertujuan memberikan 
pemahaman yang sama mengenai kriteria penilaian dan 
analisis atas Risiko. 

(2) Kriteria penilaian Risiko sebagimana dimaksud pada ayat 
(1) meliputi: 
a. Skala dampak Risiko; 
b. Skala kemungkinan terjadinya Risiko; dan 
c. Skala tingkat Risiko. 

Pasal 20 
(1) Identifikasi Risiko sebagimana dimaksud pada Pasal 17 

ayat (1) huruf b bertujuan untuk mengidentifikasi Risiko 
yang dapat menghambat pencapaian tujuan di lingkungan 
Pemerintah Daerah. 

(2) Tujuan sebagimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. Tujuan strategis Pemerintah Daerah. 
b. Tujuan strategis (entitas) Organisasi Perangkat 

Daerah, dan 

c. Tujuan operasional (kegiatan) Organsiasi Perangkat 
Daerah. 

(3) Tahap pelaksanaan identifikasi Risiko sebagimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan: 
a. mengidentifikasi berbagai risiko yang menghambat 

pencapaian tujuan, pemilik risiko, sebab risiko, 
sumber risiko, dan dampak risiko; dan 

b. mendokumentasikan proses identifikasi Risiko dalam 
daftar Risiko. 

Pasal 21 
(1) Analisis Risiko sebagimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 

(1) huruf ¢ merupakan langkah untuk menentukan nilai 
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dari suatu sisa Risiko dengan mengukur nilai 
kemungkinan dan dampaknya. 

(2) Hasil penilaian sebagaimana pada ayat (1) digunakan 
sebagai bahan dalam penyusun RTP. 

(3) Tahap pelaksanaan analisis Risiko sebagimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi kegiatan: 
a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan 

Risiko; 
b. memvalidasi Risiko 
c. melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang 

dibutuhkan; dan 
d. menyusun RTP. 

Paragraf 4 
Kegiatan Pengendalian 

Pasal 22 
(1) Kegiatan pengendalian merupakan tahap untuk 

mengimplementasikan RTP. 
(2) Implementasi RTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi kegiatan: 
a. pembangunan infrastruktur pengendalian yang 

antara lain dapat berupa kebijakan dan/atau 
prosedur; 

b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian. 

Paragraf 5 
Informasi dan Komunikasi 

Pasal 23 
(1) Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan 

telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang 
efektif dalam setiap tahapan pengelolaan Risiko, yaitu: 
a. sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian; 
b. proses penilaian Risiko; dan 
c. pelaksanaan kegiatan pengendalian. 

(2) Pemerintah Daerah menggunakan berbagai bentuk dan 
sarana informasi dan komunikasi yang efektif dalam 
melakukan pengelolaan Risiko. 

Paragraf 6 
Pemantauan 

Pasal 24 
(1) Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa 

pengelolaan Risiko telah dilakukan sesuai dengan 
ketentuan. 

(2) Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara 
berjenjang mulai dari Bupati, Kepala Perangkat Daerah 
(Pejabat Eselon II), Kepala Bagian/Kepala Bidang (Pejabat 
Eselon IIlI), Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian (Pejabat 
Eselon 1V) sesuai dengan ruang lingkup dan 
kewenangannya.. 

(3) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan Risiko Pemerintah 
Daerah oleh Bupati dapat didelegasikan kepada Unit 
Kepatuhan. 

« / y
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(4) Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat 
dilaksanakan oleh Inspektorat selaku penanggung jawab 
pengawasan pengelolaan Risiko meliputi: 
a. audit; 

b. reviu; 
c. pemantauan; 
d. evaluasi; dan 
e. pengawasan lainnya. 

BAB V 
PELAPORAN 

Pasal 25 
(1) Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan 

Risiko, Pemerintah Daerah menyusun laporan 
pengelolaan Risiko. 

(2) Laporan pengelolaan Risiko meliputi: 
a. laporan pelaksanaan penilaian Risiko oleh UPR; 
b. laporan berkala pengelolaan Risiko oleh UPR; dan 
c. laporan berkala pemantauan Risiko oleh Unit 

Kepatuhan. 
(3) Laporan pelaksanaan Risiko sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf a, disusun setelah dilakukan penilaian 
Risiko yang terdiri dari: 
a. penilaian Risiko strategis Pemerintah Daerah; 
b. penilaian Risiko strategis (entitas) Perangkat 

Daerah/unit kerja; dan 
c. penilaian Risiko operasional Perangkat Daerah. 

(4) Laporan pelaksanaan Risiko yang dibuat oleh UPR 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan 
kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretariat 
Daerah dan Unit Kepatuhan. 

(5) Laporan pelaksanaan Risiko sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf a dapat berupa dokumen penilaian 
Risiko/dokumen RTP. 

(6) Laporan Dberkala pengelolaan Risiko oleh UPR 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan 
secara triwulanan dan tahunan disampaikan kepada 
Bupati dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan 
Unit Kepatuhan. 

(7) Laporan berkala pengelolaan Risiko oleh UPR 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk 
tingkat entitas Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh 
UPR Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat 
strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional 
Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh UPR Tingkat 
Eselon II. 

(8) Laporan berkala pemantauan Risiko oleh Unit Kepatuhan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ dilakukan 
secara triwulanan dan tahunan. 

#
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BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 26 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat. 

Ditetapkan di Taliwang 
pada gpggat L Joveter 2023 

/ BUF&P SUMBAWA BARAT, v)( 
- NG Y 

N2 L /) A\ v ) 
2 A7 f sty 

Diundangkan di Taliwang 
pada tanggal 1. Zoverter 2023 

SEKRE ‘i KABUPATEN SUMBAWA BARAT, 

. NN ‘ 

BERITA DAKRAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 4¢ 

i 

i 

I | 

i 
l .
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT 
NOMOR 44 TAHUN 2023 
TANGGAL 14 Novemter 2023 
TENTANG 
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN 
INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 
SUMBAWA BARAT 

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT 

I. PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya bagian ketiga pasal 13 
ayat (1) yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan 
penilaian risiko; dan 

2. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan 
Pedoman Pengelolaan Risiko. 

B. Tujuan Penyusunan Pedoman 
Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam: 

1. Mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan 
pemerintah daerah. 

2. Mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta 
memantau aktifitas pengendalian risiko di lingkungan Pemerintahan 
Daerah. 

1I. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO 
Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan 
pengendalian intern, pemerintah daerah wajib menyelenggarakan 
pengelolaan risiko dengan mempertimbangkan aspek biaya manfaat (cost 
and benefit), kejelasan kriteria dan metodologi penilaian risiko, struktur 
pengelola risiko, perkembangan teknologi informasi, serta dilakukan secara 
komprehensif atas tujuan strategis Pemerintah Daerah maupun kegiatan 
utama Perangkat Daerah. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan risiko 
perlu ditetapkan sebagai bentuk penegasan sistem pengelolaan risiko yang 
akan diterapkan sekaligus sarana untuk membangun Budaya Sadar Risiko. 
Dalam rangka pengendalian intern yang Konsisten dan berkelanjutan perlu 
dibuat kebijakan pengaturan Penyelenggaraan Pengelolaan Risiko 
Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Bupati ini. Adapun 
kebijakan pengaturan penyelenggaraan pengelolaan risiko di lingkup 
Pemerintah Daerah, meliputi: 

A. Penetapan Konteks Pengelolaan Risiko 
Konteks pengelolaan risiko pada Pemerintah Daerah dilakukan atas 
tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (entitas) Perangkat 
Daerah, dan tujuan pada tingkat kegiatan (operasional) Perangkat 
Daerah. 

1. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah 
Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah bertujuan 
mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis 
Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana 
Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengelolaan risiko
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strategis tingkat Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati bersama 
Wakil Bupati, dibantu oleh Kepala Perangkat Daerah selaku UPR 
Tingkat Pemerintah Daerah di bawah koordinasi Sekretariat Daerah. 

2. Pengelolaan Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah 
Pengelolaan Risiko Strategis Perangkat Daerah bertujuan 
mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis 
Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen Perencanaan 
Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah). 
Pengelolaan risiko strategis Perangkat Daerah dilakukan oleh masing- 
masing Pimpinan Perangkat Daerah bersama jajaran manajemennya, 
sebagai UPR Tingkat Eselon Il dan UPR Tingkat Eselon IIl dan IV. 

3. Pengelolaan Risiko Operasional Perangkat Daerah 
Pengelolaan risiko operasioal Perangkat Daerah bertujuan 
mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran 
operasional kegiatan utama Perangkat Daerah yang tertuang dalam 
dokumen perencanaan kerja tahunan Perangkat Daerah, seperti 
Penetapan Kinerja Perangkat Daerah (Perkin), dan Rencana Kerja 
Perangkat Daerah (Renja dan/atau RKPD). Pengelolaan risiko strategis 
dan operasional tingkat Perangkat Daerah dilakukan oleh masing- 
masing Pimpinan Perangkat Daerah bersama jajaran manajemennya, 
dibantu sebagai UPR Tingkat Eselon Il dan UPR Tingkat Eselon IIl dan 
v. 

Koordinator teknis pengelolaan risiko strategis Perangkat Daerah 
dilakukan oleh Sekretaris Perangkat Daerah/Kepala Bagian/Kepala 
Bidang yang menangani perencanaan, sedangkan Koordinator Teknis 
pengelolaan risiko operasional dikoordinasikan oleh Kepala Sub 
Bagian yang menangani perencanaan pada Perangkat Daerah. 

B. Penetapan Struktur Analisis Risiko 
Penetapan struktur analisis risiko bertujuan memberikan pemahaman 
yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di 
lingkup Pemerintah Daerah (Stakeholders) mengenai aspek-aspek 
pengelolaan risiko, yang antara lain meliputi: 
1. Sumber risiko, berasal dari internal dan eksternal. Risiko yang berasal 

dari faktor eksternal misalnya peraturan perundangundangan baru, 
perkembangan teknologi, bencana alam, dan gangguan keamanan. 
Risiko yang berasal dari faktor internal misalnya keterbatasan dana 
operasional, sumber daya manusia yang tidak kompeten, peralatan 
yang tidak memadai, kebijakan dan prosedur yang tidak jelas, dan 
suasana kerja yang tidak kondusif. (Sumber: Penjelasan pasal 16 PP 
No. 60 Tahun 2008). 

2. Dampak risiko, diidentifikasi untuk mengetahui pengaruh atau akibat 
yang ditimbulkan seandainya peristiwa/kejadian yang menghambat 
pencapaian tujuan terjadi. 

3. Pihak yang terkena dampak, diidentifikasi untuk mengetahui 
pengaruh dampak tersebut kepada pihak-pihak yang terkait dengan 
pencapaian tujuan. 

C. Penetapan Kriteria Penilaian Risiko 
Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman 
yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di 
lingkup pemerintah daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas 
risiko-risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan 
keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima maupun tingkat 
risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan 
lebih lanjut. Kriteria penilaian risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu: 
1. Skala Dampak Risiko
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Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak risiko 
diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis dampak 
risiko. Sebagai contoh kategori dampak risiko dapat diilustrasikan 
sebagai berikut: 

Sangat signifikan / 4 Pengaruh terhadap pencapaian tujuan 
Sangat besar sangat signifikan. 

. 3 Pengaruh terhadap pencapaian tujuan 
signifikan | Besor tinggi/signifikan. 
Kurang signifikan/ 2 Pengaruh terhadap pencapaian tujuan 
Kecil rendah/kurang signifikan. 

Tidak signifikan/ ! Pengaruh terhadap pencapaian tujuan 
Sangat kecil tidak signifikan. 
_ R 3 T e P U T O )] 

Perangkat Daerah dapat juga menggunakan skala dengan 
menggunakan operasionalisasi dampak yang lebih rinci sebagai 
berikut: 

Kategori Dampak "L WAL T Bperesionat bampak aiako T 
il UK. &;-*:‘ e S S L e 
it kevoanganiBiliepikevonga IR TG I K euanaan B (Huk O i) 

sangat Tinggl a4 kerugian kegiotan terhenti,  negati, tersebar pelanggaran 
sangot besar tujuen tidak tuas di banyak setius, terkena 

tercopoi modia sanksi 

Tinggi 3 kerugion kegiatansangat  negatit, tersebar di  pelanggaran 
besar terhombat, beberapa media serius, sonksi 

kurang efektit nasionolftokal tentulis 

Rendah 2 kerugion kegiatan negotil. terdapat pelanggaran 
cukupbesar  terhambat, pemberitaan biosa, sanksi 

kuang efisien tertuis 

Sangat Rendoh 1 Kxerugian «oda hambatan adopembentaan  pelanggatan 
keci,kurang  kegiotan,nomun  negatit, namun biosa, sanksi 
material tertangani tidok material teguran 

2. Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko 
Kriteria penilaian terhadap tingkat probabilitas diperlukan untuk 
menjamin konsistensi dalam analisis kemungkinan terjadinya risiko. 
Sebagai contoh kategori probabilitas risiko dapat diilustrasikan 
sebagai berikut: 

Hompir pasti terjodi/ 4 Kemungkinan terjodinya Risiko sangat sering (lebih dori 
Sangat sering 70%, atau lebih dari 7 kali daiam 10 Tahun) 

Kemunginan besar/ 3 Kemungkinan terjcdinya Risiko sering (sebesar 41 - 70% 
Sering terjadi atau 4 sd 7 kali dolam 10 tahun), 

Kemungkinan kecil/ 2 Kemungkinan terjadinya Risiko rendahfkecil (sebesar 1% 
Jorang - 40% atou 1 5d 4 kali dalom 10 tahun 

Sangot jorang 1 Kemungkinan terjadinya Risiko sangat kecil (sebesar 0 - 
10%) atau | kali datam 10 tahun
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KotegoriDampok skl [/ c0 L SRR EeR B B 

Sangat Sering 4 Sangot seringhompir posti Dapat terjodi beberapa kol 
terjadi (probabilitas > 75%) dalom 1 tahun 

Sering 3 Sering tefjadi (probobilitas > Xemungkinan terjadi sekali 
§0% 5.d.75%) dalom 1 tahun 

Jarang 2 Kemungkinon terjodimeskipun Kemungkinan terjodi sekali 
kecil (probabilitas > 20% s.d. 50%) dalam 5 - 10 tehun 

Sangat 1 Sanget jorang terjadi Kemungkinan terjadi sekali 
Jorang (probabilitas < 20%) dalom 10 - 20 tohun 

3. Skala Nilai Risiko (Matrik Risiko) 
Skala nilai risiko atau matriks risiko merupakan hasil perkalian 
skor dampak risiko dan skor probabilitas risiko, yang diperlukan 
untuk menetapkan atau menyusun peta risiko prioritas sebagai 
dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang 
dapat diterima maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima. 

Contoh tabel perhitungan Skala Nilai Risiko sebagai berikut: 

v P e T Kegiatan | Risiko | Dampak | Kemungkinan Risiko 

(11 2 [ 3 [ 4 [ 5 | 6=4x5 | 
(.l - [ - [ 25 | 15 | 375 | 

Kriteria Skala Nilai Risiko 
Skala Nilai . Penerimaan . 

1 [ 2 1 3 | 4 | 

L s 
491800 | Sedang | Diperluken | Disaranken diambil 
. |pengendalion  |dndakanjka 
B e anflgfi;hhfi;k. Cltersedia . 
8,01 - 12,00 Tinggi | Harus menjadi | Diperlukan 

perhatian tindakan untuk 

L ningel aenimall G dakan se; :‘:‘@‘““E‘F‘\W‘CM 
H‘ gL nZEee e S S s i 10 ik neneciol | 
R e e sico 

Untuk lebih memudahkan penentuan risiko prioritas dan 
acceptable/unacceptable risk, dapat pula digunakan matriks 
risiko berdasarkan skala dampak dan probabilitas risiko serta 
kriteria level risiko/ risk appetite yang telah ditentukan. Kategori 
nilai risiko dan operasionalisasinya dapat diilustrasikan sebagai 
berikut: 

e - N I 
(Mo @ {Hampirpasti [« {777 0F (IR RURINE
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FalEiT 
B | 
[sangatjorang |1 [EEREEEIEEN ™ 7 | 7 7 

Sesaael. .. S Sangat. 

e - EENETE 
Penetapan area atau bidang yang menjadi risiko prioritas yang 
memerlukan penanganan/respon risiko Pemerintah Daerah 
dipengaruhi oleh selera risiko atau preferensi manajemen 
pemerintah daerah. Dalam tabel di atas, kategori sangat tinggi 
(merah) dan tinggi (orange) merupakan area yang memiliki sisa 
risiko yang membutuhkan penanganan dengan prioritas yang 
sangat tinggi. Selanjutnya kategori rendah (kuning) dan sangat 
rendah (hijau) merupakan risiko yang dapat ditoleransi dan 
diterima. 

D. Waktu, Tahapan, dan Pihak Terkait Dalam Pengelolaan Risiko 
Waktu, tahapan, dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko, adalah 
sebagai berikut:
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Adapun keterkaitan antara Pengelolaan Risiko dengan Pengawasan 
Intern Berbasis Risiko antara lain tercermin dalam pemanfaatan 
dokumen penilaian risiko yang telah disusun dan diformalkan 
sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana 

pengawasan atau PKPT berbasis risiko oleh Inspektorat. Hal 
tersebut sesuai dengan PP 60 Tahun 2008 pasal 49 ayat (5) dan (6) 
yang menyatakan bahwa Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan 
pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka 
penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah 
Kabupaten/Kota yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten/Kota. 
Selain itu dalam daftar uji PP 60 Tahun 2008 mengenai identifikasi 
risiko menyatakan bahwa:
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1. Pimpinan Instansi Pemerintah menggunakan metodologi 
identifikasi risiko yang sesuai untuk tujuan Instansi Pemerintah 
dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif. 

2. Risiko yang diidentifikasi pada tingkat pegawai dan pimpinan 
tingkat menengah menjadi perhatian pimpinan Instansi 
Pemerintah yang lebih tinggi. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa: 
1. penilaian risiko perlu dilakukan sampai ke tingkat Perangkat 

Daerah, terutama penilaian risiko pada tingkatan kegiatan pada 
pimpinan tingkat menengah; dan 

2. Inspektorat selaku APIP di daerah perlu melakukan pembinaan 
dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah. 

III. PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH 
A. Struktur Pengelola Risiko 

Bupati/ Wedats. 

— PENGELOLARSRO. 

e e 
UNT ¢ UNITPEMLXREEO TR ESELON2 

e |- b [ o | 

i X ) (==] 
T Eseond | . 

- (=] 
Sam 

Struktur pengelola risiko di atas diuraikan sebagai berikut: 
1. Penanggung jawab 

Bupati sebagai penanggung jawab berwenang menetapkan arah 
kebijakan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah. Dalam 
kapasitasnya sebagai kepala daerah, Bupati juga bertanggung 
jawab terhadap keseluruhan proses penilaian risiko pada 
Pemerintah Daerah. Bupati menetapkan Pedoman Penilaian 
Risiko Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan 
pengelolaan risiko. 

2. Koordinator penyelenggaraan 
Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan 
berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan 
pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, 
Sekretaris Daerah selaku Koordinator Penyelenggaraan, 
melakukan kegiatan antara lain: 
a. menyusun jadwal/agenda penilaian risiko; 
b. membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan 

risiko misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan 
notulen; 

c. memfasilitasi proses penilaian risiko; dan 
d. kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan. 

3. UPR 
UPR merupakan unit organisasi yang bertanggung jawab 
melakukan pengelolaan risiko di lingkup kerjanya. Adapun 
tanggung jawab pemilik risiko adalah sebagai berikut:
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a. melaksanakan kegiatan penilaian risiko (risk assessment) 
atas risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, 
serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja 
masingmasing. 

b. melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan 
kegiatan sehari-hari. 

c. menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian 
kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam 
unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini 
(early wamning indicato) dan sebagai database untuk 
memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan datang. 

d. menyusun hasil penilaian risiko (risk assessmenf) untuk 
dilaporkan kepada Unit Kepatuhan. 

e. memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko 
tentang pelaksanaan pengendalian risiko. 

f. melakukan monitoring dan pengendalian terhadap 
pelaksanaan pengendalian. 

UPR dibagi berdasarkan tingkat organisasi yaitu sebagai berikut: 
a. UPR tingkat pemerintah daerah 

Struktur UPR tingkat pemerintah daerah, terdiri dari: 
Ketua : Bupati 
Koordinator : Kepala Bappeda & Litbang Teknis 

Merangkap Anggota 
Anggota : Seluruh kepala Perangkat Daerah 

(Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, 
Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, 
Kepala UPTD Pemerintah Daerah dan 
Direktur RSUD dan sebagainya) 

b. UPR tingkat unit Eselon II 
Struktur UPR tingkat unit Eselon II, terdiri dari: 
Ketua : Kepala Perangkat Daerah masing- 

masing, selaku pemilik risiko tingkat 
Perangkat Daerah 

Koordinator : Sekretaris Perangkat Daerah Teknis 
merangkap Anggota 

Anggota : Kepala Bagian/Bidang/Irban pada 
masing-masing Perangkat Daerah. 

c. UPR tingkat unit Eselon III dan IV 
Ketua : Kepala Bagian/Bidang masing-masing 

Perangkat Daerah, selaku pemilik risiko 
tingkat Program dan Kegiatan. 

Koordinator : Kepala Subbagian Perencanaan pada 
masing-masing  Perangkat Daerah 
Teknis merangkap Anggota 

Anggota : Kepala Sub Bagian/Seksi masing- 
masing Perangkat Daerah pada 
Bagian /Bidang yang bersangkutan. 

4. Komite pengelolaan risiko 
Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko tingkat 
Pemerintah Daerah, Bupati dapat membentuk Komite 
Pengelolaan Risiko, dengan tugas sebagai berikut: 
a. merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal-hal 

terkait keputusan strategis yang menyimpang dari prosedur 
normal;
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b. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko 
pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, 
supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan 
pemerintah daerah; dan 

c. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan 
pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada 
Bupati cq Sekretaris Daerah. 

Komite pengelolaan risiko terdiri atas: 
a. Bupati sebagai Ketua; 
b. Kepala Bappeda sebagai koordinator merangkap anggota; 
c. Kepala Perangkat Daerah sebagai anggota 
Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pengelolaan Risiko 
dapat membentuk tim teknis melalui Surat Keputusan Bupati. 

5. Unit Kepatuhan 
Unit Kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan 
pengelolaan risiko yang telah ditetapkan oleh Pemerintah 
Daerah. Asisten Sekretaris Daerah dapat bertindak sebagai Unit 
Kepatuhan pada Perangkat Daerah. 
Masing-masing asisten akan melakukan pemantauan terhadap 
Perangkat Daerah yang berada dibawah koordinasinya sesuai 
dengan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat 
Daerah. 
Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Unit Kepatuhan, 
melakukan kegiatan antara lain: 
a. memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian; 
b. memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian; 
c. memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit pengelolaan 

risiko; 

d. membuat laporan triwulanan dan tahunan Kkegiatan 
pemantauan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada 
Bupati cq Sekretaris Daerah. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Kepatuhan dapat 
membentuk tim teknis dengan Keputusan Bupati. 

6. Penanggung jawab pengawasan 
Inspektorat  sebagai penanggung jawab  pengawasan, 
bertanggung jawab memberikan pengawasan dan konsultasi 
terkait penerapan pengelolaan risiko. Dalam melaksanakan 
tanggung jawabnya, Inspektorat melakukan kegiatan antara 
lain: 
a. memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan 

risiko pada pemerintah daerah; 
b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas 

pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi 
Instansi Pemerintah; 

c. melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancang 
bangun serta implementasi pengelolaan risiko secara 
keseluruhan. 

Efektivitas struktur pengelola risiko dipengaruhi antara lain oleh 
komitmen pimpinan, Budaya Sadar Risiko, dan kejelasan 
struktur pengelola risiko. 

B. Proses Pengelolaan Risiko 
Pengelolaan risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan 
segenap pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah dengan tahapan 
sebagai berikut:
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Tahapan proses pengelolaan risiko pemerintah daerah, terinci 
sebagai berikut: 
1. Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian 

Ikhtisar identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian intern 
dapat disajikan sebagai berikut: 

—~———— 
Tujuan : Mongidentitikasi kelemahan-kelomahan datam sotiop sub unsur lingkungan 

pengendalian intorn 

Xeluaran :  simpulan kondisi lingkungan pengendalian intern dan kelemahan datam sub 
unsur lingkungan pengendaian intern yang memertukan parbakan 

Peloksona/Pihak Terkait :  Tingkat Pemda: 
- Sekda selaku Kocrdinator 
- Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah (Kepalo Daetah dan Kepala OPD/ 
Eselon | dan i) 

: = Fasilitator 

Woktu = Penyusunan RPJMD 
- Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan KUA/PPAS 

‘Sumber data utama - Reviu dokumen, analisis informasi dari media masso, wawancara dil 
-Survel persepsi otas lingkungan pengendatian intern dengon metode CEE 

Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan 
dengan melakukan penilaian atas kondisi lingkungan 
pengendalian pelaksanaan urusan wajib/ pilihan pada 
pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 
Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dalam urusan 
wajib/pilihan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai 
berikut: 

~— ~— 
(el veamanan ingungon WU ngrangon 
ol pengercation moici GG pengundolian 
(et (o dotuman [ ety 

1:; x [ somprons 
b orosoonaao i | olon oy | oistimern [| [ wpeiodnon 
I donkuosoner  H instansi borcasoran fl fl  pongondation I yimpulan sementara 
i nasil audit. kajan, fl  mototicCantier P yaitu hasil penilaian 
i borito,wowancara, ll Bl tnvirontment B owal dan hasi surver 
i 3 datatoinnyo fl evoluotion (cec) porsepst 
[ —— 1 | — 

a. Persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian
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1) Persiapan data 
Data yang digunakan untuk menilai lingkungan 
pengendalian urusan wajib/pilihan Pemerintah Daerah 
dapat berupa: 
a) Laporan hasil audit pada pemerintah daerah yang 

bersangkutan misalnya audit operasional, audit 
kinerja, dan audit lainnya atas urusan wajib/pilihan 
terkait; 

b) Hasil reviu/evaluasi atas penyelenggaraan urusan 
wajib/pilihan oleh Inspektorat; 

c) Hasil kajian tentang lingkungan pengendalian urusan 
wajib/ pilihan Pemerintah Daerah; 

d) Berita terkait pelaksanaan urusan wajib/pilihan 
pemerintah daerah dari berbagai sumber misalnya 
media massa, internet, hasil penelitian, dan sumber- 
sumber lain yang relevan. 

2) Penyusunan lembar kuesioner survei lingkungan 
pengendalian dan Kertas Kerja Tabulasi Kuesioner 
(ilustrasi sebagaimana form 1). 

KUESIONER CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE) 

A. PENGANTAR 
Banak/ioy yang 1erhormat, tenma kasn susah Berseda mengs: kuesoner ini Kuesioner ini bertujusn untuk 

\eperiuan internal dan dimaksugkan untuk Meiht KONZsH leghungan pengendalan G Lt mstan 
Basek/Iby. Mengingat pentngnys 3312 0an kuesioner in:, diharapkan Bapak/ibu mengisinya dengan benar 

087 juur sesus cengan kandisi sast ini Kamy menam:n kerahas:aan identitas Bepak/lou dan rekaptuasi 
Kuesioner tidak 2kan mencantumian data din Bagak/ibu sexaien. 

B. IDENTITAS RESPONDEN 

‘Berlah 1anda s1ang untut posisi 8Ga 5a8L i 

1 O Pepsat Struiural 

2 [ Pejaoat Fungsional Tententu 

3. [0 Peisbat Fungsonsl Umum/Stat 

C. PETUNJUK PENGISIAN 

1 1s2h dengan membenkan fickmon (V) pada saih satu kotak pilinan javaban 

2 Bapak/lby dapat menambankan narasi [3in terkait kondisi lingkungan pengendalian pads oagan akhir 

kuesioner il 

3 Apabita terdapat pemyataan yang dirasa kurang jelas, sakan citanyakan kepaaa fas inator. 

KUESIONER EVALUASI LINGKUNGAN PENGENDALIAN 

E_ 
Pimginan membenkan keteizdanan dalam hat ntegntasdanetka | 1 O Tidak Pernah e 3 Osenng 

4 DOselau 

Dalam lembar kuisioner CEE tersebut terdapat 81 

pertanyaan yang harus dijawab oleh responden. 
Responden diharap mewakili dari berbagai bidang dan 
saat menjawab diharapkan sesuai kondisi sebenar- 
benarnya pemahaman responden atas pertanyaan 

tersebut, sehingga hasil rekapitulasi menunjukkan 

kondisi Organisasi sebenarnya untuk dilakukan 
perbaikan.
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Form 1 
Ilustrasi Kertas Kerja Tabulasi Kuesioner 

REKAPITULASI HASIL KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN 
INTERN 

CONTROL ENVIRONTMEN EVALUATION (CEE) 
SIMPULAN o | ermmareaan remsioner | e o | stowe cae| 

(e |l ® | e | 4 | 
A PENECARANINTEGRITABDAN . e uEmavA 

Pegawai mendapatkan pesan 
integritas & nilai etika secara 
rutin dari pimpinan instansi Memadai 
(Misalnya keteladanan, pesan 
moral, dan lain-lain) 
Pemerintah Daerah telah 
memiliki aturan perilaku 
(misalnya kode etik, fakta 
integritas, dan aturan perilaku Memadai 
pegawai) yang telah 
dikomunikasikan kepada 
seluruh pegawai 
Telah terdapat fungsi khusus di 
dalam instansi yang melayani 
pengaduan masyarakat atas Memadai 
pelanggaran aturan perilaku/ 
kode etik 

4 Pelanggaran aturan perilaku/ . e e |2 ¢ [2]2]2]a] o | wemas | 
B I KOMITMEN TERBADAP, . e L P s ARRTADAT | 

Standar kompetensi setiap 
pegawai/posisi jabatan telah Memadai 
ditentukan 
Pegawai yang kompeten telah 
secara tepat mengisi posisi/ Memadai 
jabatan 

3 | Pemerintah Daerah telah 
memiliki dan menerapkan s 
strategi peningkatan Memadai 
kompetensi pegawai 
Terdapat pelatihan terkait 
pengelolaan risiko, baik 
pelatihan khusus maupun Memadai 
pelatihan terintegrasi secara 
berkala 

NDUS AL 
Pimpinan telah 
menetapkan kebijakan 
pengelolaan risiko yang Kurang Memadai 
memberikan kejelasan 
arah pengelolaan risiko 
Pimpinan menerapkan 
pengelolaan risiko dan 
pengendalian dalam Memadai 
pelaksanaan tugas dan 
pengambilan 
Pimpinan membangun 
komunikasi yang baik dengan 
anggota organisasi untuk berani 
mengungkapkan risiko dan Memadai 
secara terbuka menerima/ 
menggali pelaporan 
risiko/masalah 
Gaya pimpinan dapat 
mendorong pegawai untuk Memadai 
meningkatkan kinerja 

5 | Pimpinan menetapkan sasaran 
strategis yang selaras dengan . 
visi dan misi Pemerintah Memadai 
Daerah
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SIMPULAN o | emmmarann pevmsionen | e T o | wmsionea ez | 
(o | " ®» 1T e 1 a | 

Rencana/sasaran strategis 
Pemerintah Daerah telah 
dijabarkan ke dalam sasaran Memadai 
Perangkat Daerah dan tingkat 
operasional Perangkat Daerah 

7 | Rencana strategis dan rencana 
kerja Pemerintah Daerah telah 
menyajikan informasi mengenai Kurang Memadai 
risiko 

Adanya transparansi dan 
ketepatan waktu pelaporan 
pelaksanaan peran dan Memadai 
tanggung jawab masing-masing 
dalam pengelolaan risiko | J e e 

'/ | DAN'TANG ik SAWABYANG 1 o 0 o L 
SO PESATMERADAY e S By A S 

Kriteria pendelegasian 
wewenang telah ditentukan Memadai 
dengan tepat 

Pendelegasian wewenang dan 
tanggung jawab dilaksanakan Memadai 
secara tepat 

3 | Kewenangan direviu secara 
periodik Memadai 

PENYUSUNAN DAN PENERAPAN 

KEBIJAKAN YANG SEHAT KURANG 
‘TENTANG PEMBINAAN MEMADAI 
DAYA MANUSIA 
Pemerintah Daerah telah 
memiliki Kebijakan dan 
prosedur pengelolaan SDM yang . 
lengkap (sejak rekrutmen Memadai 
Sampai dengan pemberhentian 
pegawai) 
Rekruitmen, retensi, mutasi, 

maupun promosi pemilihan . 
SDM telah dilakukan dengan Memadai 
baik 

Insentif pegawai telah sesuai 
dengan tanggung jawab dan Memadai 
kinerja 

4 | Pemerintah Daerah telah 
menginternalisasi budaya sadar Kurang Memadai 
risiko 
Adanya pemberian reward 
dan/atau punishment atas 
pengelolaan risiko (Misalnya 
mempertimbangkan Kurang Memadai 
pertanggungjawaban 
pengelolaan risiko dalam 
penilaian kinerja 
Terdapat evaluasi kinerja 
pegawai, dan telah " 
dipertimbangkan dalam Kurang Memadai 

perhitungan penghasilan 
7 | Instansi telah mengalokasikan 

anggaran yang memadai untuk Kurang Memadai 
pengembangan SDM 
PERWUJUDAN PERAN APARAT CERRe I am PEMERINTAH YANG EFEKTIF 
Inspektorat Daerah melakukan 
reviu atas efisiensi/ efektivitas 
pelaksanaan setiap Memadai 
urusan/program secara 
periodik
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SIMPULAN 
[vo. | pemrawvass kvesionsR | Y R T R T me T o | kuBsloNER cae 
[a [ —  —®» 1 e T 4 ] 

Inspektorat melakukan reviu 
atas kepatuhan hukum dan Memadai 
aturan lainnya 
Inspektorat memberikan 

layanan fasilitasi penerapan 
pengelolaan risiko dan Kurang Memadai 
penyelenggaraan SPIP 
APIP telah melaksanakan - | * | oenmmsmtrtmsotio, [ 2 |3 [2]2]afa] 2 [sumgbomesn 
Temuan dan saran/ 
rekomendasi pengawasan APIP Memadai 
telah ditindaklanjuti 

/G | HUBUNGAN KERJA YAKG BAIR DENGAN INSTANBY - | -/ 0ol i kg 
lu SMERTRTAK T) },-im‘ Gl ) MEMADAL | 

Hubungan kerja yang 
baik dengan instansi/organisasi . 
lain yang memiliki keterkaitan Memadai 
operasional telah terbang 
Hubungan kerja yang baik 
dengan instansi yang terkait 
atas fungsi pengawasan/ . 
peemriksaan (inspektorat, Memadai 
BPKP, dan BPK) telah 
terbang 

Kolom c diisi dengan jawaban responden 

[ 1 [: [ Tidak setuju/belum ada/belum bangun 
| 2 |: [ Kurang setuju/telah dibangun atau diterapkan akan tetapi belum konsisten 
| 3 [: [ Setuju/sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih bisa ditingkatkan 
nl Sangat setuju/sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi 

lain 
Kolom d diisi dengan simpulan simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian tiap pertanyaan dan 
kesimpulan tiap sub unsur lingkungan pengendalian, di mana: 

Kesimpulan tiap pertanyaan: 
“Memadai” apabila modus jawaban responden adalah 3 atu 4 
“Kurang Memadai”® apabila modus jawaban responden 1 atau 2 

Kesimpulan tiap sub unsur: 
“MEMADAF” apabila selurnh kesimpulan tiap pertanyaan telah “Memadai” 
“TIDAK MEMADAT" apabila terdapat satu atau lebih kesimpulan pertanyaan yang “Tidak Memadai® 

b. Penilaian awal atas kerentanan lingkungan pengendalian melalui reviu 
dokumen. 

Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian pemerintah 
daerah dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran 
permasalahan permasalahan dalam lingkungan 
pengendalian. Penilaian kelemahan dilakukan dengan 
menggunakan data yang dikumpulkan pada langkah 
persiapan penilaian, sebagai contoh data yang digunakan 
untuk menilai kelemahan kondisi lingkungan pengendalian 
intern pada pemerintah daerah secara umum yaitu: 
1) Hasil Audit Kinerja Inspektorat dan LHP BPK; dan 
2) Berita pada media massa. 

Dari data di atas, selanjutnya, disimpulkan kondisi 
kelemahan lingkungan pengendalian intern di pemerintah 
daerah. Ilustrasi dapat disajikan sebagai berikut: 

e g Tahun Penilaian 2018 
Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar 

Bidang Kesehatan 

| No. | Sumberdata |  Uraiankelemahan | Kiasifikasi | 
L =« | B 1T e [ a ]
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Media massa Banyak terjadi pencopotan/ | Penegakan 
mutasi pejabat daerah integritas dan 
karena tersangkut kasus nilai etika, 
hukum Komitmen 
Pegawai belum terhadap 
ditempatkan sesuai dengan | kompetensi 
kompetensi dan 
Pengalaman 

LHP BPK No. xxx Pemerintah Kabupaten XYZ | Penyusunan dan 
tanggal xxx belum memiliki strategi penerapan 
tentang Hasil dalam pemenuhan dan kebijakan yang 
Pemeriksaan BPK | pendistribusian SDM sehat  tentang 
Efektivitas kesehatan di Puskesmas pembinaan SDM 
Pengelolaan Kualifikasi dan kompetensi | Komitmen 
Sumber Daya Dokter serta tenaga terhadap 
Kesehatan JKN kesehatan di RSUD Kompetensi 

Kabupaten XYZ belum 
memenuhi kebutuhan 
Pemenuhan tenaga Penyusunan dan 
kesehatan di RSUD penerapan 
Kabupaten XYZ belum kebijakan yang 
memperhatikan tingkat sehat  tentang 
kebutuhan dalam pembinaan SDM 
pemberian pelayanan 
kesehatan 

3 SK Inspektur No. Inspektorat belum Peran APIP yang 
xxx tanggal xxx melakukan audit kinerja Efektif 
PKPT Inspektorat | atas penyelenggaraan 

urusan kesehatan dalam 
tingkat strategis 

LHP BPK No. xxx Pelayanan pasien BPJS di Kepemimpinan 
tanggal xxx Kabupaten XYZ belum yang kondusif 
tentang Hasil optimal dan terdapat 
Pemeriksaan atas | regulasi Dinas Kesehatan 
Kinerja Kabupaten XYZ tidak 
Penyelenggaraan berjalan sebagaimana 
JKN mestinya yaitu ketentuan 

mengenai praktek Dokter 

Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur 
Lingkungan Pengendalian dalam PP 60 Tahun 2008. 

c. Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui Control 
Environtment Evaluation (CEE). 
Survei ini dilakukan dalam rangka mendapatkan data 
persepsi pegawai terhadap gambaran atas kondisi lingkungan 
pengendalian urusan Wajib/Pilihan pemerintah daerah. 
Survei tersebut dapat menggunakan metode Control 
Environment Evaluation (CEE), yaitu suatu penilaian mandiri 
atas pengendalian/Control Self-Assessment (CSA) yang 
diaplikasikan pada lingkungan pengendalian. 
Jika dari hasil survei terdapat informasi yang perlu 
diperdalam atau diklarifikasi maka dapat dilakukan 
klarifikasi kepada beberapa responden terpilih yang 
memahami urusan wajib/pilihan yang dilakukan penilaian. 
Contoh simpulan kondisi lingkungan pengendalian intern 
pemerintah daerah menurut metode CEE yang diterapkan 
oleh peserta FGD Pemkot XYZ yaitu memadai atau kurang 
memadai. 
Sebagai contoh, berdasarkan hasil survei pada urusan wajib 
pelayanan dasar bidang kesehatan ditemukan kelemahan 
lingkungan pengendalian pada sub unsur Penyusunan dan 
Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM



28 

yaitu rekrutmen, retensi, maupun prosedur pemilihan SDM 
belum dilakukan dengan baik. 

d. Simpulan kelemahan lingkungan pengendalian urusan 
wajib/pilihan. 
Berdasarkan hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi, 
selanjutnya disimpulkan kondisi lingkungan pengendalian 
pada pemerintah daerah dengan menggunakan Kertas Kerja. 
Ilustrasi dapat disajikan sebagai Form 2. 
Pemerintah Daerah dapat melakukan wawancara/ 
konfirmasi apabila diperlukan, untuk mengklarifikasi 
informasi yang kurang jelas/memerlukan pendalaman dalam 
rangka penarikan kesimpulan. 
Sebagai contoh, simpulan hasil penilaian lingkungan 
pengendalian adalah sebagai berikut: 
1) Penegakan integritas dan nilai etika 

Banyak terjadi pencopotan/mutasi pejabat daerah karena 
tersangkut kasus hukum. 

2) Komitmen terhadap kompetensi 
a) Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi 

dan pengalaman. 
b) Kualifikasi dan kompetensi Dokter serta tenaga 

kesehatan di RSUD Kabupaten XYZ belum memenuhi 
kebutuhan akan pemberian pelayanan kesehatan di 
Era JKN. 

3) Kepemimpinan yang kondusif 
a) Pimpinan belum menetapkan kebijakan pengelolaan 

risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan 
risiko. 

b) Rencana strategis dan rencana Kkerja Pemerintah 
Daerah belum menyajikan informasi mengenai risiko. 

c) Pelayanan pasien BPJS di Kabupaten XYZ belum 
optimal dan terdapat regulasi Dinas Kesehatan 
Kabupaten XYZ tidak berjalan sebagaimana mestinya 
yaitu ketentuan mengenai praktek Dokter. 

4) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang 
pembinaan SDM 
a) Pemerintah Daerah belum menginternalisasi budaya 

sadar risiko. 
b) Belum terdapat pemberian reward dan/atau 

punishment atas pengelolaan risiko. 
c) Evaluasi kinerja pegawai belum dipertimbangkan 

dalam perhitungan penghasilan. 
d) Anggaran pengembangan SDM belum memadai. 
e) Pemerintah Kabupaten XYZ belum memiliki strategi 

dalam pemenuhan dan pendistribusian SDM 
kesehatan di Puskesmas. 

f) Pemenuhan tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten XYZ 
belum memperhatikan tingkat kebutuhan dalam 
pemberian pelayanan kesehatan. 

5) Perwujudan peran APIP yang efektif 
Inspektorat belum melakukan audit kinerja yang 
dihubungkan dengan tujuan strategis Pemerintah Daerah 
yang melibatkan beberapa Perangkat Daerah terkait. Audit 
kinerja yang dilakukan masih sebatas audit kinerja pada 
Dinas Kesehatan.
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Mengingat pentingnya kondisi lingkungan pengendalian yang 
baik, sedapat mungkin Bupati diikutkan dalam pembahasan 
kondisi lingkungan pengendalian. Simpulan akhir atas 
kondisi lingkungan pengendalian Pemerintah Daerah akan 
menjadi dasar bagi penyusunan rencana tindak perbaikan 
lingkungan pengendalian. 
Proses identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian 
dapat mengacu pada Perka BPKP No. 25 Tahun 2013 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Control Environment Evaluation (CEE).
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Form 2 
Simp n Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah XYZ 

‘Tahun penilaian 2018 

. rmll , 
mmmm—‘mt— St Peay 
[« | ®» | e | — a [ ® [ ¢ T g [ " n ] 

Penegakan Kurang Banyak terjadi Memadai Kurang Banyak terjadi 
integritas dan nilai | Memadai | pencopotan/mutasi Memadai pencopotan/mutasi pejabat 
etika pejabat daerah karena daerah karena tersangkut 

tersangkut kasus hukum kasus hukum 
Komitmen Kurang Pegawai belum ditempatkan | Memadai Kurang Pegawai belum ditempatkan 
terhadap Memadai | sesuai dengan kompetensi Memadai | sesuai dengan kompetensi 
kompetensi dan pengalaman Kualifikasi dan pengalaman Kualifikasi 

dan kompetensi Dokter serta dan kompetensi Dokter serta 
tenaga kesehatan di RSUD tenaga kesehatan di RSUD 
Kabupaten XYZ belum Kabupaten XYZ belum 
memenuhi kebutuhan akan memenuhi kebutuhan akan 
pemberian pelayanan pemberian pelayanan 
kesehatan di Era JKN kesehatan di Era JKN 

Kepemimpinan Kurang | Pelayanan pasien BPJS di Kurang Pimpinan belum Kurang - Pimpinan belum 
yang kondusif Memadai | Kabupaten XYZ belum Memadai menetapkan kebijakan Memadai menetapkan kebijakan 

optimal dan terdapat pengelolaan risiko yang pengelolaan risiko yang 
regulasi Dinas Kesehatan memberikan kejelasan memberikan kejelasan arah 
Kabupaten XYZ tidak arah pengelolaan risiko pengelolaan risiko -Rencana 
berjalan sebagaimana Rencana strategis dan strategis dan rencana kerja 
mestinya yaitu ketentuan rencana kerja Pemerintah Daerah belum 
Puskesmas belum Pemerintah Daerah menyajikan informasi 
sepenuhnya menyediakan belum menyajikan mengenai risiko. 
seluruh kebutuhan farmasi informasi mengenai - Pelayanan pasien BPJS di 
untuk mendukung risiko Kab. XYZ belum optimal dan 
pelayanan kesehatan secara terdapat regulasi Dinas 
memadai Kesehatan Kab. XYZ tidak 

berjalan sebagaimana 
mestinya yaitu ketentuan 
mengenai praktek Dokter 

[ 4 [Strukturorganisasi | - | -  [Memadai | -~ [Memadai [ - |
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‘Tahun penilaian 2018 

e — L L N m-m--m--mz— Ston Penj 
(e [ ® 1 e [ a4 1T =® [ ¢ 1 g [ & | 
[ lseswaikebutwhan | [ 1 11 [ 

Pendelegasian Memadai Memadai 
wewenang dan 
tanggung jawab 
‘ang tepat 

Penyusunan dan Kurang | Pemerintah Kabupaten XYZ | Kurang Pemerintah Daerah Kurang - Pemerintah Daerah belum 
Penerapan Memadai | belum memiliki strategi Memadai | belum menginternalisasi | Memadai menginternalisasi budaya 
Kebijakan yang dalam pemenuhan dan budaya sadar risiko - sadar risiko -Belum terdapat 
sehat tentang pendistribusian SDM Belum terdapat pemberian reward dan/atau 

Pembinaan kesehatan di Puskesmas pemberian reward punishment atas pengelolaan 

SDM Pemenuhan tenaga dan/atau punishment risiko (Misalnya 
kesehatan di RSUD atas pengelolaan risiko mempertimbangkan 
Kabupaten XYZ belum (Misalnya pertanggungjawaban 
memperhatikan tingkat mempertimbangkan pengelolaan risiko dalam 
kebutuhan dalam pemberian pertanggungjawaban penilaian kinerja) -Evaluasi 
pelayanan kesehatan pengelolaan risiko kinerja pegawai belum 

dalam penilaian kinerja) dipertimbangkan dalam 
-Evaluasi kinerja perhitungan penghasilan 
pegawai belum anggaran pengembangan 
dipertimbangkan dalam SDM belum memadai. 
perhitungan - Pemerintah Kabupaten XYZ 
penghasilan anggaran belum memiliki strategi 
pengembangan SDM dalam pemenuhan dan 
belum memadai pendistribusian SDM 

kesehatan di Puskesmas 
Pemenuhan tenaga 
kesehatan di RSUD 
Kabupaten XYZ belum 
memperhatikan tingkat 
kebutuhan dalam 
pemberian pelayanan 
kesehatan
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Tahun penilaian 2018 

ik - S| mereen | repamn | | mo | subumen | TR e e — oim Pet 
[« | —— ® | e [ a4 [ ® T ¢ [ g | B | 

7 Perwujudan Kurang Inspektorat belum Kurang Inspektorat belum Kurang - Inspektorat belum 
peran APIP memadai | melakukan audit kinerja memadai memberikan layanan memadai memberikan layanan 
yang efektif atas penyelenggaraan fasilitasi penerapan fasilitasi penerapan 

urusan kesehatan dalam pengelolaan risiko dan pengelolaan risiko dan 
tingkat strategis penyelenggaraan SPIP penyelenggaraan SPIP serta 

serta belum optimal - APIP belum optimal 
melaksanakan melaksanakan pengawasan 
pengawasan berbasis berbasis risiko. 
risiko. - Inspektorat belum 

melakukan audit kinerja 
atas penyelenggaraan 
urusan kesehatan dalam 
ingkat strategis 

Hubungan Kerja Memadai Memadai 
yang Baik dengan 
Instansi 
Pemerintah Terkait 

Keterangan: 
Kolom a diisi dengan nomor urut 
Kolom b diisi dengan sub unsur pada lingkungan pengendalian 
Kolom c diisi dengan simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen 
Kolom d diisi dengan uraian simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen Kolom e diisi dengan simpulan hasil survei persepsi 
Kolom f diisi dengan uraian simpulan sesuai hasil survei persepsi 
Kolom g diisi dengan simpulan sesuai hasil penilaian awal dan survei persepsi, jika hasil antara penilaian awal dan survei persepsi bertentangan, maka 

lakukan pendalaman atau lakukan professional judgement untuk menyimpulkannya 
Kolom h diisi dengan uraian kelemahan
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2. Penilaian Risiko 
Ikhtisar penilaian risiko dapat disajikan sebagai berikut: 

Tujuon - Menotcpkan kontoksiujuen dan mom4 tujuan yang akan diokutan 
penicion ko 

- Molakuken idonikasi ko don onliis ko 
- Menataptan fisko-risko yang aken ditangan: kebi lanut (dibengun 
RTP-nyo) 

Koluaran : - Dattor tyuon/sosaran suatogis Pemarintah Daorah untuk tiop-tiop urusan 
‘dan indikator kinarjanya 

- Daftor tyjuan/sasaran stratogis (Entitas) GPD 
- Daftar tujuan kogiaton utama GPD untuk tiap-tiap urusan don indikator 
‘redsorannyo 

- Kortas Kerjo idontiixas! Risiko (Daftar Risko) Unuscn Woib/PIhan Strotogls 
‘Pemnerintch Daorah. 

- Fmg&wm(m.m)mmlflmmx 

- Kortas Kerja idontitikost Risiko (Coftor Risiko) Unssen Wojib/Pithen 
‘Oparasional GPD. 

~ Kertos Korjo Hosd Anclisis Risio Urusan Wojib/Pifhan Stratogis Pemarintah 

« Kartas Kerdo Daftar Risiko Prioritas Urusan Waid don Pithan Stratogis 
Pomerintah Daerah, Straleg!s (Entitas) OPD, dan Operasional OPD. 

Pelcksana/Pinok Terkait ‘Stratogis Pomorintah Daorah 
~Sekda selaku Koordinator 
-UPR Pomnda (Kepala Daorah don Kepala OPO/SKPD) 
rasistator 
Stratogls (gntitas) 0P 
~Sekda selaku Koordinator 
-UPR Tingkat £3.1 2 (Kopalo OPD/SKPD dan Kabag/Kabid 0PD. 
~Fasilitator 
Operasional OPD 
~Kepalo OPD 
~Unit Permilk Risiko Tingkat £3 3, 4 OPD Fasiktater 

wakty Stratogis Pemerintat Dacrah 
-~Penyusunan RPIMD 

1 ~Dirgviu/ dimutakhirkan sotiop tahun pada SGat PenyUSUNGN KUA/PPAS 

=Pada soat m)m Ronstra OPD 
~Diroviu/ dimutakhirkan sotiap tahun pada 5aat penyusunan RKA-0PD 
Oparasional 67D 
Pada s00t pemutunan RKA-OPD 

Sumbordatoutamo  ;  CSA/FGD 

Langkah kerja penilaian risiko urusan wajib/pilihan 
digambarkan sebagai berikut: 

L e | 
| @ monotapan i ® Mangiaunuikasi ] | (@ Metorukan ancusisil 
B xontoks/ Tujuon isiko. H® o E B o i | pe—— 
il porwaianuue i i vatucs )] 
| [P——— i - gg:g“"mw,, man 1 @t | Bl Vong aibumnkan [ 

! : H @ monyusun & 
| il ® Foncono nnaax ) 4 A Fongoncoionrie M 

a. Menetapkan konteks/tujuan 
1) Penetapan konteks dan pemilihan tujuan yang akan 

dilakukan penilaian risiko. 
Tahap pertama pelaksanaan penilaian risiko adalah 
menetapkan “konteks/tujuan”. Dalam tahap ini akan
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ditetapkan tujuan-tujuan pada tingkat strategis 
Pemerintah Daerah, tingkat strategis (entitas) 
Pemerintah Daerah, dan tingkat operasional 
Pemerintah Daerah yang selanjutnya akan dilakukan 
penilaian risikonya. Dengan memahami tujuan yang 
hendak dicapai pada tiap tingkatan, risiko pada setiap 
tingkatan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis. 
Tujuan dari tahap penetapan konteks/tujuan adalah 
untuk memperoleh informasi tujuan/sasaran dan 
indikator kinerja organisasi yang akan dicapai. 
Keluaran yang diharapkan pada tahap ini adalah 
adanya daftar tujuan/sasaran, indikator kinerja pada 
tingkat strategis Pemerintah Daerah, entitas Perangkat 
Daerah, dan tingkat kegiatan yang sudah didiskusikan 
dan disepakati oleh Kepala Daerah dan Pimpinan 
Perangkat Daerah. 
Keterkaitan antara tujuan pada masing-masing unit 
kerja (organisasi) dengan tingkat penilaian risiko 
disajikan sebagai berikut: 

1 viniivnn | oo et | [ i ] s 
| e I o o, 

‘ - " i i lw‘m-’“ ! !M'm"h’ : ;::;.;:1‘ 

e e e B e I e e T 
| IS -'""T:'."f::."”"" Pt B e 
| i [ R Lf”'. bl . 

P MR ) o 
| Pl | | 
Pemilihan tujuan/sasaran yang akan dilakukan 

penilaian risiko didasarkan kepada pertimbangan 
bahwa tujuan tersebut merupakan tujuan yang paling 
utama dan dirasakan masih memiliki banyak 
permasalahan dalam pencapaiannya, serta penting dan 
mendesak untuk segera ditangani, atau pertimbangan 
lainnya antara lain tujuan yang mendukung 
pencapaian target program prioritas nasional yang 
tercantum dalam RPJMN. 
Pemilihan terhadap suatu tujuan/sasaran tertentu 
bukan berarti bahwa tujuan-tujuan lainnya tidak 
perlu/tidak akan dinilai risiko dan pengendaliannya. 
Penilaian risiko dan pengendalian atas tujuan lainnya 
dapat dijadwalkan sesuai kebutuhan. 
Proses penetapan konteks/tujuan untuk tiap-tiap 
tingkat dijelaskan sebagai berikut: 
a) Penetapan Konteks/Tujuan Strategis Pemerintah 

Daerah. 

A 2 B4 
Tujuan Memporolon nformasi tujuan/sasaran stratogis Pemarinioh Doorah untuk 

tiop-top unson 0on Akaicr kncinya 
Ketuaran : - Doftar tujuon/sosaran strclegs pomorintoh docrah 

dan indikator kincrjnyo 
~ Daftar Unssan Wajb/Pihan dan OPD yang Terkait
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Sebagai ilustrasi, penetapan Konteks/Tujuan 
Strategis Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut: 

Noma sumoeichDoman  omereioh kabupun Yo pemaan o Povos ey Torun o 3023 

sumowrbata 00 tcnpaton 7 Yorun 3012073 
T T ——, et oyt Togsan 31w gk Sy s SoraBOneS 

Tonin 33 Mo ko Aokt Yot Tohin 34 Monsirma e becans Tebion 75 Moo o g R b 3 ennhae Ghse o S Pt e 37 ity v sesenck o o IOR I 1 Momngiata sosoprioroon sood 
TURIGN 34 MSTNGRTUIYG POISIDESI PeTMPUaN GGIGM POMBGHGUNan 
Tupan 41 LOANGLOINYD Ioju POrumBUNGN Skonom 
Tupucn 47 Menngialaya pomeratean otonems 

m;-‘m':._ Tuuan 32 Morngtoirya dorofat RIChaton masyTralat 

oot towet - Dnas suncraten D e vt 
s donCoaeag oo oo O P U o ponomehan eyt 

esrawan oo Ao uocmamn e 

e 4oy s e 6 abupeion 2 505070n 178 om0 TG SN oS Gk 
ausoian a0 s Hecpen awp drcniuken deh mantomatcn bon A avia i S St et 

froroas romoangunan s pomoanguncn: Commogum Ungian - Pogpe honguon Keseiematan By Wcizhston dan Ak 
'« Program Ponngiian Auiayancn Kesohaton Anak Dan 
:mwmmmm 

e i Y 
tunan sorcron au T — 

DERIRS PenetafaE ~KOn EKEStrategis mpemerintah 
daerah, pemerintah daerah dapat memilih beberapa 
tujuan dengan mempertimbangkan tujuan prioritas 
sesuai dengan visi dan misi Bupati atau 
pertimbangan profesional lainnya. 
Penetapan tujuan yang menjadi prioritas dapat 
dilakukan melalui CSA/FGD dan selanjutnya 
dituangkan dalam “Dokumen Arahan dan Kebijakan 
Penilaian Risiko 5 Tahunan”. 
Sebagai contoh, “Dokumen Arahan dan Kebijakan 
Penilaian Risiko 5 Tahunan” Pemerintah Kabupaten 
XYZ menetapkan Konteks Strategis Pemerintah 
Daerah yang akan dilakukan untuk 2 tujuan
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strategis, yaitu tujuan 1 dari misi 1, tujuan 1 dari 
misi 2, dan tujuan 1 dari misi 3. 

Sebagai contoh dalam penilaian risiko tujuan 
strategis 1, maka peserta CSA/FGD adalah: 
(1) UPR Tingkat Pemerintah Daerah yang terdiri dari 

Bupati dan Kepala Perangkat Daerah (pejabat 
Eselon II) yang memiliki keterkaitan secara fungsi 
dan kegiatan terhadap tujuan srategis 1, antara 
lain pada: 
a) Dinas Kesehatan; 
b) RSUD Kabupaten XYZ; 
c) Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk 
dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB); 

d) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat. 

Kehadiran pejabat eselon 2 sangat dianjurkan 
dalam CSA/FGD, walaupun dapat juga dihadiri 
oleh pejabat Eselon IIl dari PERANGKAT DAERAH 
namun sifatnya sebagai pendamping. 

(2) Fasilitator 
Fasilitator adalah pihak yang bertugas memandu 
instansi pemerintah dalam melaksanakan 
langkah demi langkah proses penilaian risiko. 
Fasilitator dapat berasal dari Tim BPKP, Komite 
Pengelolaan Risiko, Inspektorat, atau pihak lain 
yang  berkompeten. Langkah penetapan 
konteks/tujuan strategis pemerintah daerah 
adalah sebagai berikut: 
a) Mendapatkan dan mempelajari RPJMD, serta 

data lainnya terkait perencanaan seperti 
SOTK, uraian tugas dan jabatan, dsb; 

b) Identifikasi tujuan, sasaran, dan Indikator 
Kinerja Utama terkait tujuan strategis yang 
diidentifikasi sebagaimana tercantum dalam 
RPJMD; 

c) Identifikasi data atau informasi lain yang 
relevan misal prioritas pembangunan atau 
program unggulan terkait dengan 
tujuan/sasaran dari urusan wajib/pilihan 
yang dipilih berdasarkan RPJMD; 

d) Menetapkan sasaran dan IKU strategis 
pemerintah daerah yang akan dilakukan 
penilaian risiko. Sasaran yang akan dilakukan 
penilaian risiko bisa seluruh atau sebagian 
sasaran sesuai kebutuhan; 

e) Tuangkan hasil identifikasi sebagaimana 
contoh form 3 sebagai berikut:



Form 3 
CONTOH PENERAPAN 

PENETAPAN KONTEKS/TUJUAN STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH 
Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten XYZ, Provinsi ABC 

Tahun Penilaian 2018 
Periode yang Dinilai : Periode RPJMD Tahun 2019-2023 

Tujuan 1.1 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan 
Tujuan 1.2 Meningkatnya kohesivitas masyarakat 
Tujuan 2.1 Meningkatnya kualitas transportasi 
Tujuan 2.2 Meningkatnya Kelayakhunian 
Tujuan 2.3 Meningkatnya akses komunikasi dan informasi 

Tujuan Strategis Tujuan 2.4 Menurunnya risiko bencana 
RPJMD Tujuan 2.5 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup 

Tujuan 3.1 Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan 
Tujuan 3.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 
Tujuan 3.3 Meningkatnya kesejahteraan sosial 
Tujuan 3.4 Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan 
Tujuan 4.1 Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi 
Tujuan 4.2 Meningkatnya pemerataan ekonomi 

Penetapan 
konteks Risiko 
Strategis Tujuan 3.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 
Pemerintah 
Daerah 

Nama Dinas 
Terkait 

Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB] 

Sasaran RPUMD Sasaran 3.2.1 Meningkatnya keselamatan ibu anak 
Sasaran 3.2.2 Meningkatnya kualitas keschatan masyarakat 
Sasaran 3.2.3 Meningkatnya perilaku hidup sehat 
Sasaran 3.2.4 Meningkatnya prestasi Olahraga di Kab. XYZ Sasaran 
3.2.5 Meningkatnya peran serta Pemuda dalam pembangunan 
Sasaran 3.2.6 Meningkatnya kesehatan reproduksi 

RPJMD angka kematian bayi besar, maka usia angka harapan rendah. 
Prioritas Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 
pembangunan dan | Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 
program unggulan | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 
Program Promosi Keschatan dan Pemberdayaan Masyarakat 
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 

Tujuan, Sasaran, | Tujuan 3.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 
IKU yang akan Sasaran 3.2.2 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat 
dilakukan Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 
penilaian risiko 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 
tahap ini:
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(@) FGD dilakukan untuk membahas jika 
terdapat perbedaan antara tujuan/sasaran/ 
indikator menurut RPJMD dengan faktualnya. 
Jika terdapat perbedaan, maka peserta FGD 
menyepakati tujuan/ sasaran/indikator yang 
akan digunakan untuk keperluan penilaian 
risiko; 

(b) Perbedaan pada poin (a) tersebut dapat 
menjadi bahan masukan bagi perbaikan 
dokumen perencanaan (RPJMD). 

b) Penetapan Konteks/Tujuan Strategis (Entitas) 
Perangkat Daerah 
Ikhtisar penetapan tujuan Strategis (Entitas) 
Perangkat Daerah disajikan sebagai berikut: 

~_—- 
Tyuan ‘Momporoloh informasi tujuon/sasaran strategts (Enttas) OPD yang terkait 

untuk ticp- tiap urusan dan indikotor kinerjanya 

Kauaron : Dotor fujuan/sasaran strategis (Enttos) OPD yang terkait untuk tiap-ticp 
wrusan dan indixator kinerianyo 

* S0tdo seloty Koordnator 
Peigksano/Phok Terkait © - Unit Pemilk Risiko Tingkat £seion | don 2 (Kepola OPD/SKPD dan Kabog/ko 

e 
Waitu : - Podo saot penyusunan Renstro OPD 

- Direviu/dimutaihirkan setiap tahun pada saat penyusunan RKA-OPD 

‘Sumber data wtamo Ronstro OPD 

Penetapan tujuan/konteks Strategis (Entitas) 
Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing 
Perangkat Daerah sesuai urusan yang diampunya, 
sebagai contoh, Dinas Kesehatan akan menetapkan 

tujuan/konteks Strategis (Entitas) Perangkat 
Daerah terkait dengan Urusan Wajib Kesehatan 
(Koordinator). Sedangkan, Dinas Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat akan menetapkan 
tujuan/konteks Strategis (Entitas) Perangkat 
Daerah terkait dengan Urusan Wajib Pekerjaan 
Umum (Koordinator). 
Langkah penetapan konteks/tujuan strategis 
(entitas) Perangkat Daerah untuk setiap urusan 
adalah sebagai berikut: 
(1) Mendapatkan dan  mempelajari  Renstra 

Perangkat Daerah, serta data terkait lainnya;
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(2) Identifikasi tujuan, sasaran, dan Indikator 
Kinerja Utama Perangkat Daerah terkait dengan 
urusan wajib/pilihan yang diidentifikasi yang 
mendukung pencapaian tujuan strategis yang 
telah ditetapkan pada penetapan konteks 
strategis Pemerintah Daerah; 

(3) Menetapkan sasaran dan IKU Strategis (entitas) 
Perangkat Daerah yang akan dilakukan penilaian 
risiko. Sasaran yang akan dilakukan penilaian 
risiko bisa seluruh atau sebagian sasaran sesuai 
kebutuhan; 

(4) Menuangkan hasil identifikasi, sebagaimana 
form 4: 

Form 4 
CONTOH PENERAPAN 

PENETAPAN KONTEKS/TUJUAN STRATEGIS (ENTITAS) PERANGKAT 
DAERAH PADA DINAS KESEHATAN 

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten XYZ, Provinsi ABC 
‘Tahun Penilaian 2018 

Periode yang Dinilai : Periode RPJMD Tahun 2019-2023 
Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan 
Perangkat Daerah yang Dinilai : Dinas Kesehatan 
Peran Perangkat Daerah : Perangkat Daerah Koordinator 

Sasaran Strategis | 1. Meningkatnya Keselamatan Ibu, Bayi, Anak dan Reproduksi 
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan 
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar dan Rujukan. 

IKU Renstra No. IKU 2023 

e [ |y Kelahiran Hidup 

| e e s *_| Hidup 

e, | Kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan 

[ 5. [Cakupan PelayananKeschatanBayi | Belumada | 
|6 |IKULansia | Belumada | 

| 8 [IKUKeschatanReproduksi | Belumada | 
[Informasilain |- [ 
Tujuan, ‘Tujuan Strategis: 
Sasaran, IKU Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 
yang akan Sasaran Strategis: 
dilakukan Meningkatnya Keselamatan ibu, Bayi, Anak dan Reproduksi 
penilaian IKU Strategis: 
risiko - Angka Kematian Ibu Melahirkan Per 100.000 Kelahiran Hidup 

- Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup 

Kab. XYZ, ................ 2018 
Kepala Dinas Kesehatan
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Penetapan konteks/tujuan strategis (entitas) 
Perangkat Daerah juga dilakukan pada Perangkat 
Daerah terkait yaitu RSUD Kabupaten XYZ, 
DP3AP2KB, dan Dinas Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat (sesuai hasil penetapan konteks 
strategis Pemerintah Daerah) 

c) Penetapan Konteks/Tujuan Operasional Perangkat 
Daerah 
Ikhtisar penetapan konteks/tujuan operasional 
Perangkat Daerah disajikan sebagai berikut: 

Bn____& 
Tugan Momperoinh sformau program kgaian uama hutn kngatan dan 

NGROICT KCUGIEN LANE DA~ BOP LIUSEN WORD/PANEN yong Cikelia e 
30t0p OPD. 

Xehmren © - Doftor Rsjuon kegiatn VIGMG OPD UNtuk op-tiap LTusen can indikator 
e 

Penkscno/Pnot Terat - Kopala 0PD 
- Unst Pomdk Re4o Trgaot fse'on 14 
~fosttoor 

Waity : PG00 3001 POmUSUNGN RKA-OPD 

Sumber dota uioma Reno 

Sumber Datolain © DPAOPD,RKPD 

Penetapan tujuan/konteks operasional Perangkat 
Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat 
Daerah terkait sesuai urusan yang diampunya. 
Penetapan tujuan/ konteks operasional Perangkat 
Daerah dalam rangka mendukung tujuan strategis 
Perangkat Daerah. 
Langkah penetapan konteks/tujuan operasional 
Perangkat Daerah untuk setiap urusan adalah 
sebagai berikut: 
(1) Mendapatkan dan mempelajari Renja dan RKA 

Perangkat Daerah, serta data terkait lainnya; 
(2) Identifikasi kegiatan utama dan indikator 

keluaran terkait dengan tujuan strategis 
Perangkat Daerah yang sudah dipilih 
sebelumnya; 

(3) Menetapkan kegiatan utama dan indikator 
keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko. 
Kegiatan utama yang akan dilakukan penilaian 
risiko pada dasarnya dilakukan untuk seluruh 
kegiatan utama. Namun demikian, Perangkat 

Daerah bisa memilih sebagian 
program/kegiatan/sasaran sesuai dengan visi
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dan misi kepala daerah atau pertimbangan 
profesional lainnya; 

(4) Menuangkan hasil identifikasi. 

Sebagai ilustrasi, terkait dengan pelaksanaan 
Urusan Wajib Kesehatan maka penetapan 
Konteks/Tujuan operasional Perangkat Daerah 
pada Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut: 

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten XYZ, Provinsi ABC 
Tahun Penilaian 2018 

Periode yang Dinilai : Periode RPJMD Tahun 2019-2023 
Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan 
Perangkat Daerah yang Dinilai : Dinas Kesehatan 

Program Dinas 1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 
Kesehatan (Renja | 2. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 
2019) dan 3. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 
Kegiatan Utama 4. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 

5. Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan anak 

Keluaran/Hasil 
Kegiatan 

3. Sosialisasi pendampingan ibu hamil resiko 
tinggi dalam penggunaan Buku KIA dan Pasca 
salin dengan pelayanan darah pada sektor 50 orang peserta 
eksternal 

4. Pelatihan Manajemen Terpadu Pelayanan 

[Informasifain |- 1 ] 
Kegiatan, dan Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan 
Indikator dan anak 
keluaran yang 
akan dilakukan 
penilaian risiko 

Kepala Dinas Kesehatan 

2) Menyiapkan penilaian risiko 
Sebelum proses penilaian risiko dimulai, beberapa hal 
perlu dipersiapkan terlebih dahulu. Ikhtisar persiapan 
penilaian risiko disajikan sebagai berikut:
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~— 
Tujuan * - Menetapkan krterio dan skalo dampok serta kemungkinan risiko 

- Manetapkon skala risiko yong dopat diterima 

Keluoran : - Stal dampak dankemungkinan 
- Skalorisiko yang dopat derima 

Petoksana/Phot Terkoit : - Unit Pemilk Risko Tingkat Pemerintah Doerah Eseion 2.3dan 4 
~ Fasiitotor 

Yo | Dl amantinn seticp tohun poda saot penyusinan KUAIPPAS 

Sumber data utomo : = Pedoman Penilaion Risiko 

- Csalf6D 

a) Menetapkan kriteria dan skala dampak serta 

kemungkinan risiko. 
Penetapan skala dampak dan kemungkinan agar 
mengacu kepada pedoman ini, sebagaimana telah 
disajikan pada lampiran Bab II. Selain itu, 
penetapan kriteria dan skala dampak serta 
kemungkinan dapat ditetapkan melalui FGD 

b) Menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima. 
Tingkat risiko dapat ditentukan melalui perhitungan 
skala nilai risiko dan matriks analisis risiko 
sebagaimana telah disajikan pada lampiran Bab II 

pedoman ini. 
c) Menuangkan kesepakatan yang dihasilkan dalam 

suatu dokumen. 
Semua kesepakatan yang diperoleh agar dituangkan 
ke dalam dokumen. Hasil kesepakatan akan 
dijadikan acuan dalam tahap-tahap berikutnya. 

d) Menyiapkan bahan-bahan 
Untuk mendukung pelaksanaan penilaian risiko, 
perlu dipersiapkan bahan-bahan misalnya bagan 
alur proses kerja, peraturan perundang-undangan, 
struktur organisasi, hasil penilaian atas lingkungan 
pengendalian, formulir kertas kerja penilaian risiko, 
dan sebagainya. 

b. Identifikasi risiko 
Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam 
pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan 
prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian 
yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat 
diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi 
atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap 
identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga 
disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik
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risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab 
risiko apakah dapat dikendalikan (controllable) atau tidak 

- dapat dikendalikan (uncontrollable) oleh pemilik risiko, 
dampak risiko, serta penerima dampak risiko. 
Contoh kode risiko yang digunakan dalam pedoman ini 
menggambarkan tingkat risiko, tahun pelaksanaan 
penilaian risiko, jenis urusan, entitas/ Perangkat Daerah 
yang menilai, dan nomor urut risiko di entitas/ Perangkat 
Daerah. Contoh Kode Risiko adalah sebagai berikut: ____ 

e gy e T R e b S e 
AR e R R [ e el 1 A 
b 4 Pelaksanaan i/ Jenis: [ 7550 Rislo di ] 1o b i L 

e L e (Pl 
[Reo I 1o 1 o0 | o5 | o1 |Rs0.9.000501] 

RSO = Kode Jenis Risiko untuk Risiko Strategis Perangkat Daerah 
19 = Tahun pelaksanaan penilaian risiko adalah 2019 
00 = Kode urusan wajib/pilihan (untuk risiko strategis Perangkat 

Daerah dan Operasional) atau tujuan strategis (untuk risiko 
strategis Pemerintah Daerah). 

05 = Kode Pemerintah Daerah yang menilai (untuk risiko strategis 
Pemerintah Daerah) atau kode Perangkat Daerah yang 
menilai (untuk risiko strategis Perangkat Daerah dan 
Operasional) 

o1 = Nomor urut risiko 

Penjelasan pengkodean selengkapnya disajikan 
sebagaimana form 5. 

Identifikasi risiko urusan dilakukan sebagai berikut: 
1) Mengenali proses dan tahapan penyelenggaraan 

pemerintahan/ program/kegiatan/urusan; dan 
2) Identifikasi kejadian risiko selain mendasarkan pada 

permasalahan yang pernah terjadi dalam setiap 
tahapan, juga mendasarkan kepada kejadian yang 
mungkin terjadi dan menghambat pencapaian tujuan. 
Teknik Identifikasi risiko urusan wajib/pilihan yang 
digunakan dalam pedoman ini menggunakan 
CSA/FGD. 

Form 5 
Contoh Kode Risiko 

N 
Tahun Eotitas/ | “yo’ 

Tingleat | Pelaksanaan | Jenis | Prangkat | pisiyo ai 
Risiko | Penilsian | Risiko | “OC% | Entitas/ 

Risiko Menilai Perangkat 

[ RsP | 19 | o1 [ o1 | o1 |RSP.19.01.01.01 | 
[Rso | 19 | o2 [ 21 | 01 |RSO.19.02.21.01 | 
ROO _ 19 02 | __21__| 01 _|RO00.19.02.21.01 

Tingkat risiko, terdiri dari 3 huruf sebagai berikut: 
RSP Risiko Strategis Pemerintah (RPJMD) 
RSO Risiko Strategis OPD (Renstra)
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ROO Risiko Operasional OPD (Renja) 

Jenis risiko menggambarkan urusan Pemerintah Daerah terdiri 
dari 2 angka sebagai berikut: 
01 Pendidikan 21 Persandian 
02 Kesehatan 22 Kebudayaan 
03 PU dan Tata Ruang 23 Perpustakaan 
04 Perumahan dan Kawasan 24 Kearsipan 

Permukiman 
05 Ketentraman, Ketertiban 25 Kelautan dan Perikanan 

Umum, dan Perlindungan 

Masyarakat 
06 Sosial 26 Pariwisata 
07 Tenaga Kerja 27 Pertanian 
08 Pemberdayaan Perempuan & 28 Kehutanan 

Perlindungan Anak 
09 Pangan 29 Energi dan Sumber 

Daya Mineral 
10 Pertahanan 30 Perdagangan 
11 Lingkungan Hidup 31 Perindustrian 
12 Administrasi Kependudukan 32 Transmigrasi 

dan Pencatatan Sipil 
13 Pemberdayaan Masyarakat 33 Penyusunan Kebijakan 

Desa dan Koordinasi 
Administratif 

14 Pengendalian Penduduk dan 34 Administrasi 
Keluarga Berencana Kesekretariatan DPRD 

15 Perhubungan 35 Pembinaan dan 
Pengawasan 

16 Komunikasi dan Informatika 36 Perencanaan 
Pembangunan & Litbang 

17 KUKM 37 Keuangan dan 
Pendapatan 

18 Penanaman Modal 38 Kepegawaian dan 
Pengembangan SDM 

19 Kepemudaan dan Olahraga 39 Bencana 
20 Statistik 40 Politik 

99 Lainnya 

Entitas yang menilai terdiri dari 2 angka sebagai berikut: 
01 Pemerintah Daerah 21 Dinas Kesehatan 
02 Sekretariat Daerah 22 Dinas Pekerjaan Umum, 

Penataan Ruang, Perumahan, 
dan Pemukiman 

03 Sekretariat DPRD 23 Dinas Pertanian 
04 Inspektorat Daerah 24 Dinas Lingkungan Hidup 
05 Badan Perencanaan 25 Dinas Tenaga Kerja dan 

Daerah dan Penelitian Transmigrasi 
Pembangunan 

06 Badan Pengelolaan 26 Dinas Kependudukan dan 
Keuangan Daerah Pencatatan Sipil 

07 Badan Pendapatan dan 27 Dinas Kearsipan dan 
Aset Daerah Perpustakaan 

08 Badan Kepegawaian dan 28 Dinas Pemadam Kebakaran 
Pengembangan Sumber 
Daya Manusia 

09 Badan Penanggulangan 29 Dinas Pengendalian 
Bencana Daerah Penduduk, Keluarga 

Berencana, Pemberdayaan
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Perempuan, dan Perlindungan 
Anak 

10 Dinas Penanaman Modal 30 Badan Kesatuan Bangsa dan 
dan Pelayanan Terpadu Politik 
Satu Pintu 

11 Satuan Polisi Pamong Praja 31 Kecamatan Taliwang 
12 Dinas Pendidikan dan 32 Kecamatan Seteluk 

Kebudayaan 
13 Dinas Pemberdayaan 33 Kecamatan Poto Tano 

Masyarakat dan Desa 
14 Dinas Perikanan 34 Kecamatan Brang Rea 
15 Dinas Koperasi, 35 Kecamatan Brang Ene 

Perindustrian, dan 
Perdagangan 

16 Dinas Perhubungan 36 Kecamatan Jereweh 
17 Dinas Komunikasi dan 37 Kecamatan Maluk 

Informatika 
18 Dinas Ketahanan Pangan 38 Kecamatan Skongkang 
19 Dinas Sosial 39 RSUD 
20 Dinas Pariwisata, Pemuda, 99 Lainnya 

dan Olahraga 

Oleh karena itu, pemilihan peserta CSA/FGD juga agar 
mempertimbangkan kedua hal tersebut di atas. Peserta 
CSA/FGD untuk penilaian risiko tingkat strategis 
pemerintah daerah adalah Bupati dan Kepala Perangkat 
Daerah, peserta CSA/FGD untuk penilaian risiko strategis 
(entitas) Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat 
Daerah dan Kabag/Kabid Perangkat Daerah, dan peserta 
CSA/FGD tingkat operasional Perangkat Daerah adalah 
Kepala Perangkat Daerah Kabag/ Kabid Perangkat Daerah 
serta Kasubbag/Kasi. Selain itu, dalam CSA/FGD 
sebaiknya melibatkan fasilitator (Tim BPKP, Komite 
Pengelolaan Risiko, Inspektorat, atau pihak lain yang 
berkompeten) dan pegawai yang bertugas untuk mencatat 
proses pelaksanaan CSA/FGD. 
Sebagai contoh, pelaksanaan CSA identifikasi risiko pada 
Kabupaten XYZ dilakukan sebagai berikut: 
1) Masing-masing peserta menyampaikan risiko-risiko 

yang dapat menghambat pencapaian tujuan/sasaran 
terpilih; 

2) Risiko-risiko yang disampaikan peserta diketik dan 
ditampilkan pada layar LCD; 

3) Seluruh risiko divalidasi dan dievaluasi bersama-sama 

peserta; 
4) Menetapkan dan menyepakati risiko sesuai hasil 

diskusi; 

5) Mendiskusikan dengan peserta atribut-atribut risiko 
(pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat 
penyebab risiko apakah dapat dikendalikan 
(controllable) atau tidak dapat dikendalikan
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(uncontrollable) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta 
penerima dampak risiko). 

Hasil identifikasi risiko pada Urusan Wajib Kesehatan 
pada Kabupaten XYZ dengan langkah tersebut adalah 
sebagai berikut: 
1) Risiko Strategis Pemerintah Daerah 

Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah 
dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan 
kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan 
strategis pemerintah daerah. 
Tujuan/Sasaran Strategis Pemerintah Daerah yang 
akan dilakukan pengelolaan risiko: Meningkatnya 
derajat kesehatan masyarakat. 
Selanjutnya berdasarkan CSA/FGD telah 
teridentifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah: 
a) Penerapan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) 

rendah; 
b) Pelayanan kesehatan belum memenuhi SPM Bidang 

Kesehatan. 
Contoh Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko 
Strategis Pemerintah Daerah disajikan pada form 6.
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Form 6 
Contoh Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah 

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten XYZ, Provinsi ABC 
Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan 
Tahun Penilaian 12018 
Periode yang Dinilai : Periode RPJMD (Tahun 2019-2023) 
Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan 

Tujuan/Sasaran | Indikator Kodo c/ Pibak 

Sustogs | Wioesa | rian [ gy | vemus | vmien | sember [US]  ueln | P2 
e | % | o 1@ 1 T ¢ [ g T ®m T 3 T & 1 

Tujuan Strategis 
Pemerintah 
Daerah 1: 
Meningkatkan 
derajat 
kesehatan 
masyarakat 
Sasaran 3.2.2 Usia Penerapan RSP.19. Kepala Belum tersedianya 1. Angka kejadian Penyakit Kepala Daerah 
Meningkatnya Harapan | Perilaku Hidup | 01.02.01 | Daerah Sanitasi Total Berbasis Tidak Menular (PTM) tinggi | Masyarakat 
kualitas Hidup | Bersih Sehat Masyarakat (STBM) 2. Angka kejadian Penyakit | Perangkat 
kesehatan (PHBS) rendah (Tidak termasuk Menular tinggi Daerah Terkait 
m -akat prioritas angg 3. Angka stunting tinggi 

Pelayanan RSP.19. | Kepala 1. Sarana prasarana C | AKI tinggi AKB tinggi Akaba | Kepala Daerah 
kesehatan 01.02.01 | Daerah belum memadai peningkatan kasus gizi Masyarakat 
belum (Puskesmas PONED buruk Kasus HIV meningkat | Perangkat 
memenuhi tidak tersedia,) Kasus TB meningkat Angka | Daerah Terkait 
SPM Bidang 2. Jumlah tenaga kejadian Penyalit Tidak 
Kesehatan kesehatan belum Menular (PTM) tinggi Angka 

memadai (Tenaga kejadian Penyakit Menular 
laboratorium, dokter, Tinggi Angka stunting tinggi 
tenaga kesehatan 

Keterangan: 
Kolom a diisi dengan nomor urut 
Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra 
Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis 
Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko 
Kolom e diisi dengan Kode risiko
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Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko 

Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa 
dikategorikan ke dalam: Man, Money, Method, Machine, dan Material 

Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal) 

Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak 
mampu mengendalikan risiko 

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi 
dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan 
Hukum 

Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi
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Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan 
risiko strategis Pemerintah Daerah: 
a) Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat 

merupakan risiko yang disebabkan kelemahan 
pengendalian yang menjadi tanggung jawab Bupati/ 
tingkat Pemerintah Daerah (misal: peraturan/ 
monitoring dan lain-lain). 

b) Pengendalian yang nantinya dirancang merupakan 
tanggung jawab Bupati, atau hanya bisa dilakukan 
oleh Bupati. 

c) Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat berupa 
potensi kondisi yang memerlukan pengendalian di 
tingkat Pemerintah Daerah untuk 
memastikan/membantu pencapaian tujuan 
strategis Perangkat Daerah terkait, misal dalam 
bentuk peraturan/keputusan/SE Bupati atau 
pemantauan oleh Bupati. 

d) Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat berupa 
faktor-faktor di luar pencapaian tujuan strategis 
Perangkat Daerah yang dapat mengganggu 
pencapaian tujuan strategis Pemerintah Daerah. 

e) Perlu melibatkan Perangkat Daerah yang terkait 
dengan tujuan strategis yang dipililh untuk 
menjaring  permasalahan  pencapan  tujuan 
strategis/operasional Perangkat Daerah yang 
memerlukan penanganan/tindakan oleh Bupati. 

f) Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat berupa 
risiko yang menurut Bupati merupakan risiko yang 
penting, sehingga diperlukan langkah pengendalian 
oleh Bupati. 

g) Risiko strategis Pemerintah Daerah disetujui/ 
divalidasi Bupati. 

2) Risiko Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah 
Identifikasi Risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah 
dilakukan untuk mengidentifikasi kejadian yang dapat 
mengancam pencapaian tujuan strategis (entitas) 
Perangkat Daerah yang terkait dengan tujuan strategis 
Pemerintah Daerah yang dipilih pada tahap penetapan 
konteks strategis Pemerintah Daerah. 
Sebagaimana dicontohkan bahwa Dinas Kesehatan 
Kabupateb XYZ telah menetapkan konteks/tujuan 
strategis (entitas) Perangkat Daerah Urusan Wajib 
Kesehatan yang akan dilakukan penilaian Risiko. 
Tujuan/Sasaran Strategis Dinas Kesehatan yang akan 
dilakukan pengelolaan risiko terkait Urusan Wajib 
Kesehatan: Tujuan Strategis Meningkatkan derajat 
kesehatan masyarakat dan Sasaran Strategis
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Meningkatnya Keselamatan Ibu, Bayi, Anak dan 
Reproduksi. 
Selanjutnya berdasarkan CSA, telah teridentifikasi 
Risiko Strategis (Entitas) Dinas Kesehatan: 
a) Penggunaan layanan kesehatan rendah (Persalinan 

tidak dilakukan pada faskes, kunjungan ibu hamil 
tidak teratur). 

b) Kualitas pelayanan APN tidak sesuai SPM 
Kesehatan; 

c) Sarana pendukung ANC kurang memadai; dan 
d) Mutasi tenaga kesehatan terlatih. 
Contoh Formulir kertas kerja Identifikasi Risiko 
Strategis Perangkat Daerah dapat disajikan 
sebagaimana form 7. 
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan 
risiko strategis Perangkat Daerah sebagai berikut: 
a) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa 

risiko yang disebabkan kelemahan pengendalian 
yang menjadi tanggung jawab kepala Perangkat 
Daerah (Kebijakan kepala Perangkat Daerah /SOP 
Perangkat Daerah, monitoring kepala Perangkat 
Daerah dll) - Pengendalian yang nantinya dirancang 
merupakan tanggung jawab yang dilakukan oleh 
kepala Perangkat Daerah. 

b) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa 
potensi kondisi yang memerlukan pengendalian di 
tingkat Perangkat Daerah (Kebijakan kepala 
Perangkat Daerah/SOP  Perangkat Daerah, 
monitoring kepala Perangkat Daerah dll) untuk 
memastikan/membantu pencapaian tujuan 
strategis Perangkat Daerah terkait. 

c) Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat berupa 
faktor-faktor di luar pencapaian tujuan operasional 
Perangkat Daerah yang dapat mengganggu 
pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah. 

d) Perlu melibatkan Kabid/pegawai yang terkait 
dengan tujuan strategis Perangkat Daerah yang 
dipilih untuk menjaring permasalahan pencapan 
tujuan strategis/operasional Perangkat Daerah yang 
memerlukan penanganan/tindakan oleh kepala 
Perangkat Daerah. 

e) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa 
risiko yang menurut kepala Perangkat Daerah 
merupakan risiko yang penting, sehingga diperlukan 
langkah pengendalia oleh kepala Perangkat Daerah. 

f) Risiko strategis Perangkat Daerah disetujui/ 
divalidasi oleh Kepala Perangkat Daerah. 

3) Risiko Operasional
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Identifikasi Risiko Operasional dilakukan untuk 
mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat 
mengancam pencapaian tujuan kegiatan Perangkat 
Daerah. Dicontohkan bahwa Dinas Kesehatan 
Kabupaten XYZ telah menetapkan konteks/tujuan 
operasional Perangkat Daerah Urusan Wajib Pelayanan 
Dasar Bidang Kesehatan yang akan dilakukan 
penilaian risiko.
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Form 7 
Contoh Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis Perangkat Daerah 

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten XYZ, Provinsi ABC 
Nama Perangkat Daerah : Dinas Keschatan 
Tahun Penilaian :2018 
Periode yang Dinilai : Periode Renstra (Tahun 2019-2023) 
Tujuan Strategis : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 
Urusan Pemerintahana : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan 

ey it — =t | Ko | Urien [l [remsw | vmmn  Jeweserjue| e [T 
[a | ' ®» 1@ [ a4 T o [ ¢ [ g | & Ta}7 5 | & | 

Tujuan 
strategis: 
Meningkatkan 
derajat 
kesehatan 
masyarakat 

Sasaran 1. Angka Penggunaan RSO.19. | Kepala Kurangnya sosialisasi C | 1bu hamil tidak Dikes 
Strategis Kematian Ibu layanan kesehatan | 02.21.01 | Dinas Kesehatan Keterlibatan Mengetahui prosedur RSUD 
Perangkat Melahirkan Per rendah (Persalinan Kesehatan | lintas program lintas pelayanan dan tanda- Masyarakat 
Daerah: 100.000 tidak dilakukan sektor (Posyandu, tanda bahaya kehamilan 
Meningkatnya | Kelahiran Hidup l pada faskes, RT/RW, Lurah, 
Keselamatan | 2. Angka kunjungan ibu Kecamatan, Perangkat 
Ibu, Bayi, Kematian Bayi hamil tidak | Daerah terkait) rendah 

Anak, dan (AKB) Per 1000 teratur) { 
Reproduksi Kelahiran Hidup i 

3. Angka Kualitas pelayanan | RSO.19. | Kepala | Kompetensi tenaga Kepuasan masyarakat Dikes 
Kematian Balita APN tidak sesuai 02.21.02 | Dinas ‘ kesehatantentang APN rendah kualitas dan RSUD 
(AKaBa) Per 1000 | SPM Kesehatan Kesehatan | (bidan, dokter) efektivitas pelayanan Masyarakat 
Kelahiran Hidup _| | Rendah rendah 
4. Cakupan Sarana pendukung | RSO.19. | Kepala | Alat pendukung ANC Kualittas dan efektivitas | Dikes 
Pertolongan | ANC kurang 02.21.03 | Dinas | kurang pelayanan rendah RSUD 
Persalinan oleh | memadai Kesehatan | Kepuasan masyarakat | Masyarakat 
Tenaga | rendah 
Kesehatan yang 
memiliki 
Kompetensi 
Kebidanan
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5. Cakupan Mutasi tenaga RSO.19. | Kepala Sistem Kepegawaian UC [ Kualittas dan efektivitas | Dikes 
Pelayanan kesehatan terlatih | 02.21.04 | Dinas pelayanan rendah RSUD 
Kesehatan Bayi Kesehatan Kepuasan masyarakat Masyarakat 

rendah
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Kegiatan Dinas Kesehatan yang akan dilakukan 
penilaian risiko terkait Urusan Wajib Pelayanan Dasar 
Bidang Kesehatan: Jaminan Persalinan (DAK non fisik). 
Tujuan Kegiatan tersebut adalah: Peningkatan 
Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak. 
Selanjutnya berdasarkan CSA, telah teridentifikasi 
Risiko Operasional Dinas Kesehatan: 
a) Pertanggungjawaban tidak tepat waktu; 
b) Pengadministrasian tidak tepat waktu; 
c) Laporan Realisasi Keuangan Triwulan: Kesulitan 

mengumpulkan administrasi syarat pencairan, yaitu 
kelengkapan klaim, berupa dokumentasi. 

d) Kegagalan mengidentifikasi permasalahan. 
Contoh Formulir kertas kerja Identifikasi Risiko 
Operasional Perangkat Daerah disajikan sesuai form 8. 

c. Analisis Risiko 
1) Melakukan Analisis Dampak dan Kemungkinan Risiko 

Setelah Risiko urusan wajib/pilihan teridentifikasi dan 
disepakati, langkah berikutnya adalah melakukan 
analisis risiko urusan wajib/ pilihan. 
Sebagai contoh, analisis risiko atas Urusan Wajib 
pelayanan Dasar bidang Kesehatan pada Kabupaten 
XYZ dilakukan melalui metode CSA. Berdasarkan risiko 
yang telah diidentifikasi, masing-masing peserta 
diminta memberikan skor terhadap dampak dan 
kemungkinan sesuai dengan skala yang disepakati 
dengan cara menuliskan di selembar kertas. 
Selanjutnya nilai dampak dan kemungkinan dari 
seluruh peserta dijumlahkan dan dibagi dengan total 
peserta untuk mendapatkan rata-rata skor dampak 
dan kemungkinan risiko. Contoh Formulir Hasil 
Analisis Risiko, sebagaimana form 8. 

2) Memvalidasi Risiko 

Hasil analisis risiko Tingkat Strategis Pemerintah 
Daerah selanjutnya dikomunikasikan kepada Kepala 
Daerah, sedangkan Tingkat Strategis (Entitas) 
Perangkat Daerah dan Operasional Perangkat Daerah 
dikomunikasikan kepada Kepala Perangkat Daerah 
untuk divalidasi dan diputuskan risiko mana yang 
akan diprioritaskan untuk ditangani. Dalam pedoman 
ini, risiko dengan kriteria “sangat tinggi” dan “tinggi” 
akan diprioritaskan untuk ditangani.
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Form 8 
Contoh Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Operasional Perangkat Daerah 

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten XYZ, Provinsi ABC i 

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan i 
‘Tahun Penilaian :2018 H 

Periode yang Dinilai :2019 ‘ 
‘Tujuan Strategis : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat ! 
Sasaran Strategis : Meningkatnya Keselamatan Ibu, Bayi, Anak, dan Reproduksi ‘ 
Urusan Pemerintahana : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan 

T = = = = Boarws | Tabwp | e [ poR [ emon | Omie [ owsber |UC| s [ PRI | 
[a | ®» | e { 1 — & | o 1 ¢ T g | & T 11T § [ & | 

Jaminan Terbayar- | Pertanggung- | Pertanggung- ROO.19. | Kadis / Berkas UC | Pembayaran Kepala Daerah 
Persalinan kannya | jawaban jawaban tidak 02.21.01 | Kabid dokumentasi tidak dapat Kadis | 
(DAK NON Jaminan tepat waktu Kesmas pasien terlambat segera RSUD 
FISIK) dilengkapi oleh direalisasikan | Masyarakat 

rumah sakit 
Penatausa- | Pengadministrasi- | RO0.19. | Kadis / Berkas Eksternal | UC | Pembayaran Kepala Daerah | 
haan an tidak tepat 02.21.02 | Kabid dokumentasi tidak dapat Kadis 

‘waktu Kesmas pasien terlambat segera RSUD 
dilengkapi oleh direalisasikan Masyarakat 

l RSUD 
| Pelaporan Laporan Realisasi ROO.19. Kadis / Rumah Sakit Eksternal | UC | DAK Triwulan Kepala Daerah ‘ 
! Keuangan 02.21.03 | Kabid ‘menyampaikan berikutnya Kadis 
| Triwulan: Kesmas klaim tidak tidak RSUD ‘ 

| Kesulitan lengkap disalurkan Masyarakat | 
{ mengumpulkan Kemenkeu 

syarat pencairan, [ 
yaitu kelengkapan 
Klaim 

Pemantauan | Kegagalan ROO.19. Kadis / Evaluasi C | Terhambatnya | Kepala Daerah 

dan evaluasi | mengidentifikasi 02.21.04 | Kabid dilakukan perbaikan Kadis 
permasalahan Kesmas terbatas pada kegiatan 

| output 
Pemberian Terlaksa- | Perencanaan | Data Ibu hamil ROO.19. Kadis / Kurangnya C | Perencanaan Kepala Daerah 

Layanan nanya miskin yang belum | 02.21.05 | Kabid koordinasi kurang tepat RSUD 
kegiatan memiliki jaminan Kesmas dengan Dinas Masyarakat 

kesehatan lainnya Sosial 

dari kecamatan
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I Y O O e O N Y A belum ada 
Perhitungan ROO.19. | Kadis / Tidak ada C | Terhambatnya | Kepala Daerah 
kebutuhan dana 02.21.06 | Kabid database pelayanan RSUD 
tidak tepa Kesmas Masyarakat 

Pelaksanaan | Adanya pasien ROO.19. | Kadis / Tidak ada C | Rendahnya Kepala Daerah 
yang masih 02.21.07 | Kabid database kepuasan RSUD 
dikenakan biaya Kesmas masyarakat Masyarakat 
oleh RS/Bidan 
(double clai 
Proses cross ROO0.19. Kadis / Kurangnya C | Terhambatnya | Kepala Daerah 
check data dengan | 02.21.08 | Kabid koordinasi pelayanan RSUD 

BPJS dan Kesmas Masyarakat 
Jamkeskot yang 
membutuhkan 
waktu lama
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Form 9 
Formulir Hasil Analisis Risiko 

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten XYZ, Provinsi ABC 
Tahun Penilaian 2018 

Periode yang Dinilai : Periode RPJMD Tahun 2019-2023 
Tujuan Strategis : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 
Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan 

R | e e Tedentilont | Rilko 
— Risiko Strategis Pemda I 

I N L R N Bersih Sehat (PHBS) rendah | 02.01.01 
Pelayanan kesehatan belum | RSP.19. 
‘memenuhi SPM Bidang 02.01.02 
Kesehatan 

I I R S S A 

I I N Daerah 1: Dinas Kesehatan 
Penggunaan layanan RSO.10. 
kesehatan rendah 02.21.01 
(Persalinan tidak dilakukan 
pada faskes, kunjungan ibu 
hamil tidak teratur) 

I 1 I N tidak sesuai SPM Kesehatan | 02.21.02 

I e 1 N I kurang memadai 02.21.03 

I e+ 3 I I N terlatih 02.21.04 
- "+ 

Risiko Operasional TEEm | || Kesehatan 
Data Ibu hamil miskin yang | ROO.19. 
belum memiliki jaminan 02.21.01 
kesehatan lainnya dari 
kecamatan dan kelurahan 
belum ada I 

i 2 I I N dana tidak tepat 02.21.02 
Proses cross check data ROO.19. 
dengan BPJS dan 02.21.03 
Jamkeskot yang 
membutuhkan waktu lama 

sl N dikenakan biaya oleh 02.21.04 
RS/Bidan (double daim) 

Il /20 IR NN tepat waktu 02.21.05 

I e 8 A I tepat waktu 02.21.06 
7 | Laporan Realisasi Keuangan | ROO.19. 

Triwulan: Kesulitan 02.21.07 
mengumpulkan administrasi 
syarat pencairan, yaitu 
kelengkapan klaim, berupa 
dokumentasi 

Il 3 I N N permasalahan 02.21.08 

Keterangan: 

Kolom a diisi dengan nomor urut 
Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi



58 

Kolom c diisi dengan kode risiko 
Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala 

dampak yang diberikan peserta diskusi 
Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala 

kemungkinan yang diberikan peserta diskusi 
Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan 

Berdasarkan CSA atas skala dampak dan kemungkinan 
tersebut diperoleh hasil sebagaimana disajikan Matrik 
Analisis Risiko berikut: 

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan 
Dampak/Konseiruensi 

Tl - 
[ 1 1 2 1T 3 | 4 | 
T [RER oo oo [REENo020T07) i L IR RS B e GRS Y 

N Tt IRSOIOT0ZEHOAT Kemungidnan T RE0.19.02:21.01 (RSO o 

N B R0, 19/02.21102'| RCO.19,02.21.08 | RS0.19.02.21.02 

G R00.19.02.21.07 

[ Keterangan: [iSdngntirenduny] Rendab. | Tinggl [U[Sangatitinggu] 

Contoh Formulir Hasil Analisis Risiko untuk tujuan 
strategis “Meningkatkan derajat kesehatan 
masyarakat”, maka Daftar Risiko (Risk Register 
Prioritas Kabupaten XYZ adalah sebagai berikut: 

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten XYZ, Provinsi ABC 
Tahun Penilaian 12018 
Tujuan Strategis : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 
Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan 

oo | mmeraomns | it | S 
b 

Pemda 
Pelayanan kesehatan | RSP.19. Kepala | 1. Sarana 'AKI tinggi AKB tinggi 
belum memenuhi SPM | 02.01.02 Daerah | prasarana belum | Akaba peningkatan 
Bidang Kesehatan memadai kasus gizi buruk Kasus A 

(Puskesmas HIV meningkat Kasus 
PONED tidak TB meningkat Angka 
tersedin,) kejadian Penyakit 
2. Jumlah tenaga | Tidak Menular (PTM) 
keschatan belum | tinggi Angka kejadian 
memadai (Tenaga Penyakit Menular 
laboratorium, Tinggi Angka stunting 
dokter, tenaga tinggi 
kesehatan) 

I 
Risiko Strategls 
Perangkat Daerah 1: - 

| Dinas Kesehatan | SN R 
Sarana Pendukung RSO.19. 16 | Kepala | Alat pendukung Kualitas pelayanan 
ANC Kurang 02.21.03 | Dinas | ANC tidak ANC tidak sesuai SPM 
Memadai | dikalibrasi dan alat | keschatan 

ANC kurang 
N A S N Y Y
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=S Perangkat Daerah 1: 
Dinas Kesehatan 
Data Ibu hamil miskin | ROO.19. Kepala | Kurangnya Perencanaan kurang 
yang belum memiliki | 02.21.01 Bidang | koordinasi dengan | tepat ’ 
jaminan keschatan Dinas Sosial 
lainnya dari kecamatan | 
dan kelurahan belum ‘ ada 

Terhadap risiko yang akan diprioritaskan untuk 
ditangani, pemerintah daerah diharapkan membangun 
pengendalian untuk menurunkan kemungkinan 
munculnya risiko (preventif), menurunkan dampak dari 
risiko yang muncul (mitigatif), atau keduanya. 

3) Mengevaluasi Pengendalian yang Ada dan yang 
Dibutuhkan 

Ikhtisar Evaluas Pongendatian yang Ada dan yang Dibutuhkan 
s 

- I TS o e 
s Vo in atsstuba onfaimn 

conron - Dot panganaatan yang 6aa urtuk masing masing kAo prcas 
- i otk angenaaten yang maiin GExnan K MG g i rore s wsen e AR 

R 
. :;:5;:.:7:.::‘:.’:;: L T T ey— 

Hravogis {tmutas) 090 
:\;fii‘:‘:mu-lmalm«u(d-\? 

oparoviones 0% 
L rermis kst tegues, tswan 3don 4 

T EEEEST e 
- o] A 0oP s Pk 61 pomAuInan RKA-OF0 oparasiana o7 R o s wA-GrD 

mbordmtaviama csafioo 

Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup 
penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi 
pemerintah dalam rangka mengelola risiko yang 
diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada 
tersebut selanjutnya dinilai efektivitasnya. 
Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika: 
a) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah 

dilakukan, namun belum mampu menangani risiko 
yang teridentifikasi; 

b) Prosedur pengendalian belum dilaksanakan; 
c) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang 

jelas; 
d) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai 

dengan peraturan diatasnya. 
Sebagai contoh, dalam Penilaian Risiko Operasional 
Dinas Kesehatan pada Kabupaten XYZ, langkah ini 
dilakukan sebagai
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berikut: 
a) Risiko Operasional: Data Ibu hamil miskin yang 

belum memiliki jaminan kesehatan lainnya dari 
kecamatan dan kelurahan belum ada. 
(1) Kebijakan yang sudah ada untuk menangani 

risiko ini adalah Juknis Penggunaan DAK Non 
Fisik (Permenkes Nomor 3 Tahun 2019). 

(2) Penilaian efektfitas pengendalian yang ada dan 
kelemahan pengendalian (celah pengendalian). 
Celah pengendalian ini contohnya seperti 
pengendalian yang ada belum mampu 
menangani risiko yang ada, pengendalian yang 
ada tidak sesuai dengan peraturan diatasnya, 
pengendalian belum diikuti dengan prosedur 
baku yang jelas, pengendalian belum 
dilaksanakan, atau pengendalian masih lemah 
(masih ada risiko lain yang timbul). 

(3) Mengidentifikasi pengendalian yang masih 
dibutuhkan Beberapa kebijakan yang masih 
perlu dibangun oleh Pemerintah Kabupaten XYZ 
untuk menangani risiko pada Urusan Wajib 
Kesehatan antara lain adalah Evaluasi atas 
Implementasi (Permenkes Nomor 3 Tahun 2019). 

(4) Penetapan penanggungjawab pengendalian yang 
dibutuhkan Penanggung jawab pengendalian 
yang dibutuhkan terdiri dari pihak-pihak yang 
berkompeten, berwenang, dan terkait dalam 
membangun pengendalian, yaitu Kepala Bidang. 

4) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP)
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Ikhtisar Penyusunan RTP 

Tujeon - Mengidenbhkasi Rencana Tindak Pengendalion (RTP) uniuk mengatos: 
kelemahan lingkungan pengendalaion 

- Mengidentificasi RTP uniuk mengatosi fisiko pada ingkat strategis 
pemerintoh doerah lingkat strategis (enttas) OPD, dan tngkat operasional 
OFD 

Keluaran + - Daftar Rencana Tindak Pengandalion untuk Mengatasi Rislko 
- Rekopiuiosi RTP 

PeloksonofPihak Terkait :  Stratagis Pemerintah Dasrah 
- Kepala Daerah 
- Sekdo saloty kordingtor 
- Unit Pengeloaa Risiko Pemda (Kepaio doerah dan kepala OPD/SKPD) 
- Fosibtator 
Strotegis (Entitas) 0PD 

- Kepata OPD 
~uMre;mlmlolmgmmbnluwfl(upflucw/muunlmgl 
add) 

- Fasifitotor (opsianal) 
Operasional CPD 
~Kepalo 0PD 
- Urit Pemik Risito Tingkat Eselon 3 atgu 4 OPD 
- fFasibtator (opsional) 

walty :  Strategls Pemerintah Daerch 
- Panyussunan RPIAD 
- Direviu/ dimutakhirkan setiop tahun pado saot pemryusunan KUAJPPAS 
Strategis (Entitas) OFD 

- Pada sa0t panyusunan Renstra 0PD 
- Direviu/ dimutakhirkan setiop tahun pada saat penyusunan RKA-OPD 
Operasional OPD 
Poda scot penyusuncn RKA-OPD 

Sumberdatouiomo 1 CSAJFGD 

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat 
untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna 
mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern 
dan mengatasi risiko prioritas yang sudah 
teridentifikasi. Langkah kerja penyusunan RTP dapat 
digambarkan sebagai berikut: 

iy a0 e Al A 
e s i :“3“‘“3‘:"‘ 

",H veumuon " mustontegeon) [retm— amusn  vemsn 'v: 
i tecomute | N dengendsonyong | ff tonconotedor [ Broorprntomos | i roconge 
B ovemoow  J| f otuaoncoom Bf Angencoon i Beortoruniovcns | B rontomgder 
t weroon | | sngaveegorns | i 0| wioomer I eovovee f 
B g fato i i i i 
i regedoon i f i o i 
[ d i i A ( ] 4 ! I 

ol o o - 
" e . 

sl el Ol A 

a) Merumuskan Tindakan untuk Mengatasi 
Kelemahan Lingkungan Pengendalian.
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Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian 
yang telah teridentifikasi, dibuat RTP lingkungan 
pengendalian. 
Sebagai contoh, berdasarkan kelemahan lingkungan 
pengendalian intern yang disajikan dalam lampiran 
form 2, selanjutnya disusun Rencana Tindak 
Perbaikan untuk Lingkungan Pengendalian 
sebagaimana sebagai berikut: 

Tahun Penilaian :2018 
Kondisi Lingkungan Rencana Tindak 

Penanggung Target Waktu o] PSR | | e | R | 
ral  » [ e [ 4 | e ] 
[ I |PenegakanIntegritasdan®tika | 

Banyak terjadi Analisis/kajian Inspektorat Triwulan 112019 
pencopotan/mutasi kelemahan 
pejabat daerah karena | pengendalian 
tersangkut kasus kepatuhan hukum 
hukum 

| Il [Komitmen Terhadap Kompetensi | 
Pegawai belum Penyusunan peta BKPSDM Triwulan 11T 
ditempatkan sesuai kompetensi dan 2019 
dengan kompetensi perbaikan SOP 
dan pengalaman penempatan pegawai 
Kualifikasi dan Recruitment dokter Dinas Triwulan III 

kompetensi Dokter dan tenaga kesehatan | Kesehatan 2019 
serta tenaga kesehatan 
di RSUD Kab. XYZ 
belum memenuhi 
kebutuhan akan 
pemberian pelayanan 
kesehatan di EraJKN 

| OI | Kepemimpinan yangKondusit | 
1 | Pimpinan belum Penyusunan kebijakan Triwulan 1 2019 

menetapkan kebijakan | pengelolaan risiko 
pengelolaan risiko 
Rencana strategis dan | Penilaian risiko Bappeda & Triwulan 12019 
rencana kerja pemda rencana strategis dan Litbang 
belum menyajikan rencana kerja 
informasi mengenai 
risiko 
Pelayanan pasien BPJS | Evaluasi pemberian Inspektorat Triwulan 12019 
di Kab. XYZ belum layanan dan 
optimal dan terdapat kepatuhan regulasi 
regulasi Dinas 
Keschatan Kab. XYZ 
tidak berjalan 
sebagaimana mestinya 
yaitu ketentuan 
mengenai peran dokter - 
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat Tentang Pembinaan SDM 

1 | Pemda belum Sosialisasi budaya Sekda Setiap Bulan 
menginternalisasi risiko pada setiap rapat 
budaya sadar risiko bulanan —
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Belum terdapat Kajian rancangan BKPSDM Triwulan 12019 
pemberian reward pemberian reward 
dan/atau punishment | dan/atau punishment 
atas pengelolaan risiko | atas pengelolaan risiko 
Evaluasi kinerja Kajian rancangan BKPSDM Triwulan 12019 
pegawai belum perhitungan hasil 
dipertimbangkan kinerja terhadap 
dalam perhitungan penghasilan 
penghasilan 

ME R e el pengembangan SDM penggunaan anggaran 
belum memadai 
Pemerintah Kab. XYZ Penyusunan strategi Dinas Triwulan I 
belum memiliki strategi | pemenuhan dan Kesehatan 2019 
dalam pemenuhan dan | pendistribusian SDM 
pendistribusian SDM kesehan (Rekomendasi 
kesehatan BP] 
Pemenuhan tenaga Perbaikan sistem RSUD Kab. XYZ | Triwulan II 
kesehatan di RSUD Pemenuhan tenaga 2019 
Kab. XYZ belum kesehatan di RSUD 
memperhatikan tingkat | Kab. XYZ 
kebutuhan 

| V_|Perwujudan Peran APTP yang Bfektif | 
Inspektorat Daerah Perbaikan prosedur Inspektorat Triwulan 12019 
belum melakukan pengawasan kinerja 
audit kinerja atas dan penyusunan PKPT 
penyelenggaraan Inspektorat 
urusan kesehatan 
dalam tingkat strategis 
Inspektorat belum Perbaikan prosedur Inspektorat Triwulan 12019 
memberikan layanan fasilitasi penerapan 
fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan 
pengelolaan risiko dan | penyelenggaraan SPIP 
penyelenggaraan SPIP | dan penyusunan PKPT 

Inspektorat 
Inspektorat belum Perbaikan prosedur Inspektorat Triwulan [ 2019 
optimal melaksanakan | pengawasan intern 
pengawasan berbasis berbasis risiko dan 
risiko. penyusunan PKPT 

Inspektorat 

b) Merumuskan  Kegiatan  Pengendalian  yang 
Dibutuhkan dalam Rangka Mengatasi Risiko. 
RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan 
pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi 
risiko. Dalam menentukan pengendalian yang akan 
dibangun perlu memperhatikan respon risiko. 
Respon risiko membantu instansi pemerintah dalam 
memfokuskan  kegiatan  pengendalian yang 
diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan 
pengendalian dilakukan dengan tepat. Respon 
risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu: 
(1) Menghindari risiko (avoid). 

Menghindari risiko dilakukan dengan cara tidak 
memulai atau tidak melanjutkan kegiatan yang
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dapat meningkatkan risiko. Penghindaran risiko 
dapat menjadi tidak tepat jika individu atau 
instansi bersifat menolak risiko. Penghindaran 
risiko secara tidak tepat justru dapat 
meningkatkan signifikansi risiko lainnya atau 
mengakibatkan hilangnya peluang memeroleh 
manfaat. 

(2) Mengubah/mengurangi kemungkinan risiko 
(abate). 
Respon ini dilakukan dengan cara mengubah 
kemungkinan munculnya risiko agar 
kemungkinan terjadinya hasil yang negatif dapat 
berkurang. Istilah lain yang juga digunakan 
adalah pencegahan (prevention). 

(3) Mengubah/mengurangi  konsekuensi/dampak 
risiko (mitigate). 
Respon ini dilakukan dengan cara mengubah/ 
mengurangi konsekuensi/ dampak risiko agar 
kerugian menjadi berkurang. Istilah lain yang 
juga digunakan adalah penanggulangan. Abate 
dan mitigate terkadang disebut dalam satu 
istilah, yaitu mengurangi risiko (reduce). 

(4) Membagi risiko (share) atau mentransfer risiko. 
Respon ini melibatkan pihak lain dalam 
menanggung atau berbagi sebagian risiko. 
Contoh mekanismenya antara lain meliputi 

kontrak-kontrak, asuransi, dan struktur 

organisasi seperti kemitraan dan joint ventures 
untuk menyebarkan tanggungjawab dan 
kewajiban. Terkait dengan pembagian risiko 
dengan instansi lain, umumnya akan terdapat 
biaya finansial atau manfaat yang timbul, 
misalnya premi asuransi. Jika risiko dibagi, baik 
keseluruhan maupun sebagian, maka instansi 
yang mentransfer risiko mendapat risiko baru, 
yaitu instansi lain yang memeroleh transfer risiko 
tersebut tidak dapat mengelola risiko itu secara 
efektif. 

(5) Menerima atau  mempertahankan  risiko 
(accept/retain). 
Setelah risiko diubah atau dibagi, maka akan ada 

risiko tersisa yang dipertahankan. Pada kasus 
ekstrem, dapat terjadi suatu instansi tidak 
memiliki pilihan respon yang lebih baik, selain 
menerima risiko tersebut. 

RTP tersebut ditetapkan baik untuk Risiko Strategis 
Pemerintah Daerah, Strategis (Entitas) Perangkat 
Daerah, dan Operasional. Rencana Tindak 

Pengendalian tersebut meliputi Pengendalian yang
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Dibangun untuk Mengatasi Risiko, Penanggung 
Jawab, dan Target Waktu Penyelesaian. 
Sebagai contoh pada penilaian Risiko untuk tujuan 
strategis  “Meningkatkan  derajat  kesehatan 
masyarakat” disajikan sebagaimana form 10 (kolom 
g-i), selengkapnya, kegiatan pengendalian atas risiko 
prioritas dan RTP-nya disajikan dalam form 10 
sebagai berikut:
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Form 10 
Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan 

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten XYZ, Provinsi ABC 
Tahun Penilaian :2018 
Tujuan Strategis : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 
Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan 

Rencana Pemilik/ 
Kode Uraian Pengendalian Target Waktu I e e 

(a | ®» e e e T [ g 0B ] 
[ 1 [Risiko StrateglsPemda | | [ T T 1 | 

1 [ Pelayanan kesehatan belum | RSP.19. | SOP Pertolongan Prosedur Recruitment Kepala Daerah | Triwulan IV 

memenuhi SPM Bidang 02.01.02 | Persalinan pengendalian tidak tenaga honorer 2019 

Kesehatan dapat dilaksanakan | kesehatan 

Ral—br -3 I N N R N Daerah 1: Dinas Kesehatan 
Sarana Pendukung ANC RSO0.19. | SOP Kalibrasi Alat Prosedur Evaluasi atas Kepala Dinas | Triwulan [ 

Kurang Memadai 02.21.02 pengendalian belum | implementasi 2019 
dilaksanakan SOP Kalibrasi 

e Alat . — 

Standar Pelayanan Prosedur Evaluasi atas Kepala Dinas Triwulan II 

Puskesmas pengendalian belum | implementasi 2019 
dilaksanakan Standar 

Pelayanan 
Puskemas 

Risiko Operasional 
Perangkat Daerah 1: Dinas 
Kesehatan 
Data Ibu hamil miskin yang | ROO.19. | Juknis Penggunaan DAK | Prosedur Evaluasi atas Kepala Bidang | Triwulan I 

belum memiliki jaminan 02.21.01 | Non Fisik (Permenkes pengendalian belum | implementasi 2019 

kesehatan lainnya dari Nomor 3 Tahun 2019) dilaksanakan Permenkes 
kecamatan dan kelurahan | Nomor 3 Tahun 
belum ada 2019 

Keterangan: 
Kolom a diisi dengan nomor urut 
Kolom b diisi dengan risiko prioritas 
Kolom c diisi dengan kode risiko
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Kolom d diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/ terpasang. Agar diungkap tidak hanya nama SOP nya, 
Contoh SOP Pemeliharaan: Gedung dibersihkan 2 kali sehari. 
Kolom e Diisi dengan alasan tidak efektif: 
(1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi, 
(2) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan, 
(3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas, 
(4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya 
Kolom f diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan 
Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian 
Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP
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Dikaitkan dengan respon risiko, maka pengendalian 
yang dibangun yang dicontohkan pada gambar di 
bawah merupakan bentuk dari “mengubah/ 
mengurangi munculnya risiko (abate)” 

Contoh Rencana Tindak Pengendatian untuk Mengatasi Risiko 

Nai:za Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten XYZ 
Tahun Penilaian 1 2008 
Tujuan Strategis : Meningkatkan Dergjat Kesehatan Masyarakat 
Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan 

Peryotaon Risiko 1 12 PEngERdGlan: PeRGRaSING  Targalviony | 
to u’r{}u?{nen@c{m Jovid - panyeiosolan | 

1 PhsikoStratogh Pemerintah Daerah a— B 

| Pelyonenkesehotan belum Relngmentenogohonorer  KepalaDoerch  Trwuloniv 
memenuni SPM Bidang Kesehoton  kesehaton 208 

4 RaitoStrateg's OPD: Dmos. 
Kesehoton (2019-2023) 

| SocopencutngANClueng  Evolosictosimpementasi  KepgoDinas  Triwulon!2019 
memada ‘SOP Alat Kabibvasi 

Evaiuosi otos Implemertosi KepciaDinas. Triwdon 12019 
Standar Pelayanan 
Pusternos 

1 RsitoOperascnol OPD:Dinas 
Kesehaten (2019) 

1 Dataiby hard mistin yong belum  Evoluasi otas mplemantasi Kepaia Bogian Triwulon 1 2019 
memiki ominan kesehaton (Permentes omor 3 Tahun 
Iginnya deri kecomatan don 209) 
keburahon beum odo 

c) Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian 
Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal dari dua 
Rencana Tindak Pengendalian, yaitu rencana tindak 
perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana 
tindak perbaikan kegiatan pengendalian. Terdapat 
kemungkinan merupakan bentuk  adanya 
kebutuhan terhadap pengendalian yang sama atau 
berhubungan dari kedua RTP tersebut. Oleh sebab 
itu, pada tahap ini perlu memperhatikan 
kemungkinan tersebut dan menyelaraskan kedua 
rencana tindak perbaikan pengendalian tersebut 
sehingga dapat menghindari duplikasi rencana 
tindak perbaikan pengendalian. 

d) Menyusun rancangan informasi dan komunikasi 
atas RTP 
Rancangan informasi dan komunikasi merupakan 
rancangan informasi dan komunikasi yang 
dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam
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pengendalian  mengetahui  keberadaan dan 
menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan. 
Contoh  form rancangan  pengomunikasian 
pengendalian yang dibangun disajikan sebagai 
berikut: 

Contoh Pengomurukasian Pongondalian Yang Obangun 
Kot Pt pton 2 

e Pemateinan e g s Gt being st 

Vo Soementnago oot Raps scxaal Oroveecnzon  Triwdont E s e Py 
2 vovwecmnouy el om saron P vy e mcamtena Tt 
veron @ ergtementsy Koo/ s S0 o 3 Sramen o tan oS by 

soaiura soore  tomsn 
4 evuesmporaioy togn o Tzt 303 

(Pormerten tomar § oy oo 
x3) 

ST i b B s AT T e st s 

Contoh selengkapnya bentuk form rancangan 
pengomunikasian pengendalian yang dibangun 
disajikan dalam form 11. 

€) Menyusun rancangan monitoring dan evaluasi Risiko 
dan RTP 
Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat 
mekanisme pemantauan yang akan dijalankan 
untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau 
keterjadiannya dan pengendalian yang telah 
dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif. 
Contoh form rancangan monitoring/pemantauan 
risiko dan RTP disajikan sebagaimana form 12
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Form 11 
Contoh Pengkomunikasian Pengendalian yang dibangun 

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten XYZ, Provinsi ABC 
Tahun Penilaian 12018 
Tujuan Strategis : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 
Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan 

| R e Pengendalian yang Sarana 7 Waktu Waktu Keterangan 

fl Dibutuhkan Pengomunikasian Informasi Informasi Pelaksanaan Pelaksanaan 
[a [ ® 1~ e 1 4 1T e T ® 1T g [ _n | 

Recruitment tenaga Rapat Sekda/Bappeda | Dinas Kesehatan Triwulan IV Februari 2019 | Telah dilaksanakan dan 
honorer kesehatan | BKPSDM 2019 ditindaklanjuti. Dokumentasi 

berupa notulen 
Evaluasi atas Rapat/Surat Dinas Kesehatan | Staf Dinas Triwulan 12019 | Februari 2019 | Telah dilaksanakan dan 
implementasi SOP Edaran ; Kesehatan terkait ditindaklanjuti. Dokumentasi 
Kalibrasi Alat ] berupa notulen 
Evaluasi atas Rapat/Surat Dinas Kesehatan | Staf Dinas Triwulan I Februari 2019 | Telah dilaksanakan dan 
implementasi Standar | Edaran | Kesehatan terkait | 2019 ditindaklanjuti. Dokumentasi 
Pelayanan Puskemas berupa notulen 
Evaluasi atas Rapat/Surat Dinas Kesehatan | Staf Dinas Triwulan IT Februari 2019 | Telah dilaksanakan dan 
implementasi Edaran ( Kesehatan terkait | 2019 ditindaklanjuti. Dokumentasi 
Permenkes Nomor 3 ' berupa notulen 
Tahun 2019 ! 

Keterangan: 
Kolom a diisi dengan nomor urut 
Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan 
Kolom c diisi dengan Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian Kolom d diisi dengan Penyedia Informasi 
Kolom e diisi dengan Penerima Informasi 
Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan 
Kolom g diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan 
Kolom h diisi dengan Keterangan tambahan 

Form 12 
Contoh Rancangan Pemantauan Risiko atas Pengendalian Intern 

Tahun Penilaian :2018



71 

Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan 
Bentuk/Metode Penanggung Rencana Waktu Realisasi | e e | | e | Diperlukan Pemantauan Pemantauan Pelaksanaan 

v [ - e e T & 1 & | 

| [ [ e, e, (B, e honorer kesehatan laporan pelaksanaan Kesehatan November, November, didokumentasikan, dan 
kegiatan Direktur RSUD Desember 2019 Desember 2019 | didistribusikan 

Evaluasi atas Konfirmasi pelaksanaan | Kepala Dinas Juni 2019 Monitoring telah dilaksanakan, 

implementasi SOP laporan pelaksanaan Kesehatan didokumentasikan, dan 

Kalibrasi Alat kegiatan Direktur RSUD didistribusikan 
Evaluasi atas Konfirmasi pelaksanaan Kepala Dinas Juni 2019 Monitoring telah dilaksanakan, 

implementasi Standar laporan pelaksanaan l Kesehatan didokumentasikan, dan 
Pelayanan Puskemas kegiatan | Direktur RSUD didistribusikan 

4 | Evaluasi atas Konfirmasi pelaksanaan Kepala Dinas Juni 2019 Monitoring telah dilaksanakan, 

implementasi Permenkes | laporan pelaksanaan Kesehatan didokumentasikan, dan 

Nomor 3 Tahun 2019 kegiatan | Direktur RSUD didistribusikan 

Keterangan: 
Kolom a diisi dengan nomor urut 
Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan 
Kolom c diisi dengan Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan 
Kolom d diisi dengan Penanggung Jawab Pemantauan 
Kolom e diisi dengan Waktu Pelaksanaan Pemantauan 
Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan 
Kolom g diisi dengan Keterangan tambahan
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3. Pengendalian 
Setelah pemerintah daerah sepakat dengan perbaikan yang 
akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan 
pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu 
dilakukan adalah  menerapkan Rencana  Tindak 
Pengendalian. 
Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi 
beberapa kegiatan sebagai berikut: 
a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan 

atau penyem- purnaan kebijakan dan prosedur sebagai 
tindak lanjut dari RTP. 
1) Mengumpulkan data-data berupa RTP final, peraturan 

perundang- undangan, kebijakan pengendalian, dan 
prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan 
infrastruktur pengendalian yang akan dibangun; 

2) Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang 
sistem pengendaliannya perlu dibangun atau 
diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan 
dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan 
kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila 
diperlukan. 

3) Membuat atau menyempurnakan infrastruktur 
pengendalian; 

4) Melakukan uji coba penerapan pengendalian; 
5) Menyempurnakan rancangan infrastruktur 

pengendalian berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba; 
dan 

6) Menetapkan penerapan infrastuktur pengendalian. 
b. Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah 

dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan 
kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional 
sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, 
pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. 

4. Informasi dan Komunikasi 
Pemerintah daerah harus memastikan telah terdapat 
komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap 
tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan 
lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan 
pelaksanaan kegiatan pengendalian. 
Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, setelah 
pemerintah daerah menyetujui infrastruktur pengendalian 
yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan 
pengendalian yang ada, pemerintah daerah perlu 
mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada 
pihak-pihak terkait misalnya Kepala Perangkat Daerah, 
Biro/Bagian Hukum, pelaksana kegiatan, dan sebagainya. 

Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah 
disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait 
misalnya Kepala Perangkat Daerah, pelaksana kegiatan,
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masyarakat, APIP, dan sebagainya sesuai rencana 
pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen 
RTP. 
Contoh pengomunikasian antara lain dalam bentuk: 
a. Surat Edaran dari pimpinan K/L/D kepada unit kerja atas 

pemberlakuan kebijakan; 
b. Kebijakan di-upload dalam situs resmi pemerintah daerah 

(antara lain JDIH) yang dapat diakses oleh seluruh pihak 
yang berkepentingan; 

c. Sosialisasi/workshop/diseminasi yang dibuktikan 
misalnya dengan undangan, notulen/laporan 
pelaksanaan, daftar hadir, foto pelaksanaan, dst. 

Pemantauan pelaksanaan pengomunikasian menggunakan 
rancangan pengomunikasian yang sudah dibuat pada tahap 
penyusunan rancangan Informasi dan Komunikasi RTP. 
Koordinasi pengomunikasian dan pencatatan realisasi 
pengomunikasian dilakukan oleh UPR Pemerintah Daerah 
untuk pengomunikasian terkait RTP atas Risiko Strategis 
Pemerintah Daerah, dan oleh UPR Tingkat Eselon II untuk 
pengomunikasian RTP atas Risiko Strategis (Entitas) 
Perangkat Daerah, dan Risiko Operasional Perangkat Daerah. 
Contoh pencatatan realisasi pengomunikasian disajikan 
sebagai berikut: 

Roalisasi Pengomunikasian Pengendalian Yang Dibangun 

Nama Pemerintah Daersh : Pemorintah Kabupaten XYZ 
Tahun Pendaian <2018 

Tujuan Strategis Meningkathan Derajat Kesehatan Masyarakat 

Kegicton Pengendafi- _ Hedlo/Son- - Cloniat s Aoncono Rodbs- 9 

ool oy i) CIMCICUCH: PASII0NOC0. & 

1 mmm tapat :nsllwe— ;-éuuwm P ] Tech Etsaraion b 

-l TR 
3 bowsommpemonow  fopolSudt  Dpos Stat Doy fetn 29 Tdehdidiorain & 
e fgoon oo tetaoneASt o drastori 

4 bowsommpomenoy  tpollud  Dros Sutoa Tawdant Fetaan 2019 Teighdidkioralan & 
(;:]mmm—u:!m dom tescraon wmflz 03 dtnouronl 

D —————— N R S R S S 
5. Pemantauan 

Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang 
mulai dari kepala daerah, Kepala Perangkat Daerah (Pejabat 
Eselon II), Kepala Bagian/ Kepala Bidang (Pejabat Eselon III), 
Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian (Pejabat Eselon IV) sesuai 
dengan ruang lingkup dan kewenangannya. Pelaksanaan 
pemantauan pengelolaan risiko pemerintah daerah oleh 
Kepala Daerah dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan. 
Unit kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan 
pengelolaan risiko pada UPR. Asisten Sekretaris Daerah dapat 
bertindak sebagai unit kepatuhan pada Perangkat Daerah.
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Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan 
pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan 
sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses 
penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian. 
Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai 
Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan 
menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan 
pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah 
dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan 
untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah 
dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. 
Pencatatan pemantauan dapat menggunakan form 12 
Rancangan Monitoring dan Evaluasi atas Pengendalian Intern 
yang telah diisi realisasinya (kolom f-g). 

Monitoring dan Evaluasi atas Pengendalian Intern (Realisasi) 

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten XYZ 
“Tahun Perilalan 1 2018 
Tujuan Strategis : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat 
Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesohatan 

Kegiatan Pangoncai- SeUETHeEaY]]: Terenanino D ponmenaen e 

4 “dlpeitiran: pomanicch 

1 Retrutmen tenagahonorer - Konfirmasi Buononoleh  OKtober Oxteber. Monitoring teich 
kesohatan persiopandon  KepalaDnos  Novomber, November, didksangtan, 

leporan Xosenaton Desember Desember didokumento~ 
pelaksanoan Direktur RSUD ‘s-kon den 
kegiaton Triaionan Edstrbuskan 

pescn 
2 Dst 

= e 

Selain itu, dalam rangka pendokumentasian keterjadian 
risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah 
perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (risk 
event) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP 
dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko 
dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan. Form 
pencatatan kapan terjadinya risiko yang teridentifikasi 
menggunakan form 12. 
Pencatatan dilakukan oleh UPR Pemerintah Daerah untuk 
pengomunikasian terkait Risiko Strategis Pemerintah Daerah, 
dan oleh UPR Tingkat Eselon II dan III terkait dengan Risiko 
Strategis (Entitas) Perangkat Daerah, dan Operasional 
Perangkat Daerah, dengan cara menuliskan realisasi kejadian 
risiko yang dapat diilustrasikan sebagaimana berikut:
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‘Contoh Tindak Pengendalian untuk Mengatasi Risiko 

‘Nama Pemerintah Dacrah . Pemarintah Kabupaten XYZ 
Tahun Ponilaian ‘2000 
Urusan Pomorintahan Uruzan Woj:d Polayanan Dasar Bidang Kesohatan 

g Gibdingun univk Saaas Estyalioig 
feogatasl®ldvo. ol et ) 

' Risiko Strotogis . 
Pomarintah Daorah 

| Polayanan tesehoton  fvatuasiatas walkota Triwuton 
bolummomanuhy  implomontasi SOP 
SPM Bidong Porzatinan 
Xosohatan 

4 ekosuatogis oD 
Oinos kosonatan 
(2019-202) 

| Saanapordutung  fvaluosiatas opalainas  Trwutan 
ANC kurang implomontas SOP 
momocan Aot Kaliron 

tvawon atos opolaDnaz  Trwutan 
implomantoz Standar Patayanan 
Pastomas 

" Risiko Operasional 
0PD-Dmat 
xosehaton (2019) 

1 Cato ibu hamil miskin  tvotuasi atas copaiagagon  Trawsant 
yang betummométs  tmplomontas 
jominan esehatan (Pormenkos Nomar 3 
lainnyo can Tahun 2019) 

Konnnon betum 000 

L icalsamssesetesiipsissisisos seiisae e 

Selain pemantauan yang dilaksanakan oleh pimpinan dalam 
setiap tingkatan, pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah 
dapat dilaksanakan oleh Inspektorat selaku Penanggung 
jawab Pengawasan Pengelolaan Risiko. 

IV. PELAPORAN 

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, 
pemerintah daerah perlu menyusun laporan terkait dengan 
pengelolaan risiko setidaktidaknya berupa Laporan Pelaksanaan 
Penilaian Risiko dan Laporan Berkala Pengelolaan Risiko 
Pemerintah Daerah. 
A. Pelaporan Pelaksanaan Penilaian Risiko 

Kegiatan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko 
strategis pemerintah daerah, penilaian risiko strategis (entitas) 
Perangkat Daerah/SKPD, dan penilaian risiko operasional perlu 
disusun Laporan Hasil Penilaian Risiko atau Laporan 
Pelaksanaan Penilaian Risiko. 
Laporan pelaksanaan penilaian risiko dibuat oleh UPR 
disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan kepada 
Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan. 
Sebelum difinalkan, draft dokumen hasil penilaian risiko tingkat 
strategis pemerintah daerah perlu dibicarakan dengan Bupati 
dan pihak yang terkait, sedangkan draft dokumen hasil penilaian 
risiko tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah dan tingkat 
operasional Perangkat Daerah perlu dibicarakan dengan Kepala 
Perangkat Daerah dan pihak yang terkait.
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B. Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko oleh UPR 
Pelaporan pengelolaan risiko dilakukan secara triwulanan, dan 
tahunan. Pelaporan untuk tingkat entitas Pemerintah Daerah 
dikoordinasikan oleh UPR Pemerintah Daerah, sedangkan untuk 
tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional 
Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh UPR Tingkat Eselon 2. 
Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut: 
1. Laporan tingkat Unit Kerja, meliputi: 

a. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan 
urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Triwulanan; 
dan 

b. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan 
urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Tahunan. 

2. Laporan Tingkat Perangkat Daerah, meliputi: 
a. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) 

Perangkat Daerah dan Operasional sesuai dengan urusan 
yang ditangani oleh setiap Perangkat Daerah Triwulanan; 

b. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) 
Perangkat Daerah dan Operasional Perangkat Daerah 
sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap 
Perangkat Daerah Tahunan. 

3. Laporan Tingkat Pemerintah Daerah, meliputi: 
a. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis 

Pemerintah Daerah Triwulanan; 
b. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis 

Pemerintah Daerah Tahunan. 

C. Laporan Berkala Pemantauan Pengelolaan Risiko oleh Unit 
Kepatuhan 
Laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan 
pengelolaan risiko disusun oleh Unit Kepatuhan Internal yang 
disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada 
Sekretaris Daerah. 
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